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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Klaten dapat berjalan  lancar, aman 

dan sukses. 

Pemilihan secara langsung oleh rakyat kali ini merupakan pemilihan 

langsung yang ke lima setelah pemilu 2008 lalu, yang merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan 

umum, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan 

KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara dalam 

Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, 

seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum telah dilaksanakan mulai dari bulan 

Oktober 2018 dan puncaknya pada tahapan pemungutan suara yang berlangsung 

serentak pada Tanggal 17 April 2019. 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan kesiapan 

lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan 

adanya pihak-pihak yang berusaha mengganggu proses penyelenggaraan 

Pemilihan Umum antara lain dengan melakukan berbagai pelanggaran 

administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran lainya yang terkait dengan 

Pemilihan Umum. 

Amanat yuridis yang di letakkan di atas pundak Badan Pengawas Pemilu 

adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu 

harus mempersamakan persepsi bahwa pengawasan Pemilu adalah: kegiatan 
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mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu 

sesuai denga peraturan Perundang-undangan tujuanya adalah menjamin 

dilaksanakannya pemilu yang luber dan jurdil, bermartabat serta dilaksanakanya 

Peraturan Perundang-undangan secara konsisten. 

Laporan akhir kinerja Pemilihan Umum 2019 ini di susun sebagai salah satu 

bentuk tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten dalam 

penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019, dan sebagai sarana untuk 

menuangkan kritik, ide, dan saran, untuk penyelenggaraan Pemilu yang 

berkualitas dimasa yang akan datang. 

  

 

Klaten, 29 Juli 2019 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

KABUPATEN KLATEN 

Ketua 

 

ARIF FATKHURROKMAN, SIP 
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ABSTRAK 

Pemilu 2019 adalah pemilihan umum yang meliputi pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD 

Kabupaten/Kota dengan dilakukan secara serentak serta. Bahwa tujuan dengan 

diadakanya pemilu serentak ini adalah untuk meminimalkan pembiayaan negara 

dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir biaya politik bagi peserta pemilu, serta 

politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah 

politisasi birokrasi, dan merampingkan skema pemerintahan. Pemilu 2019 

dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu dilakukan di seluruh 

provinsi di Indonesia, yang mana salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. 

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang semuanya 

melaksanakan pemilihan umum 2019. Salah satu Kabupaten di Provinsi di Jawa 

Tengah ialah Kabupaten Klaten yang terletak diantara 2 Kota yang kaya akan 

budaya yaitu Kota Solo dan Kota Yogyakarta. 

Sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten sudah berusaha 

maksimal untuk menjaga mengawal jalanya pemilu agar berjalan dengan tertib 

dan lancar. Bahwa tugas utama Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai penyelenggata 

pemilu ialah mengawasi setiap tahapan selama pelaksanaan pemilihan umum 

2019 berlangsung. Pengawasan di setiap tahapan peilihan umum 2019 menjadi 

titik tumpu untuk meminimalisir adanya pelanggaran atau kecurangan yang 

dilakukan oleh peserta pemilu maupun bagi penyelenggara pemilu itu sendiri. 

Segala bentuk Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu akan disusun 

menjadi sebuah Laporan Akhir yang mana pembuatan Laporan Akhir tersebut 

merupakan sebuah perwujudan dalam bentuk tulisan terkait dengan segala 

bentuk Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten.  

Penyusunan Laporan Akhir ini sebagai perwujudan tekstual atas 

pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten untuk 

mengawal penyelengaraan pemilu 2019 yang sudah berlangsung dengan tertib 

dan lancar khususnya di wilayah Kabupaten Klaten. Laporan Akhir ini tersusun dari 
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beberapa bab yang mana setiap bab menjelaskan bagaimana pelaksanaan 

pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten. Pelaksanaan pemilihan umum 2019 

di Kabupaten Klaten pada umumnya berjalan dengan baik dan tertib. Hal ini tidak 

terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Daerah, Aparat 

keamanan, koordinasi yang baik antar penyelenggara pemilu yang dalam hal ini 

KPU Kabupaten Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten, Peserta Pemilu/Tim 

Kampanye yang mana saling bersinergi untuk mengawal dan menyukseskan 

pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten. Bawaslu Kabupaten Klaten telah 

melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2019 dengan baik. Koordinasi dan 

komunikasi yang baik antar jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten mulai dari tingkat 

PTPS, PPD, Panwaslu Kecamatan hingga Komisioner dan staff di tingkat 

Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas pengawasan 

dapat dengan baik dan maksimal.  

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih Bawaslu Kabupaten Klaten 

memberikan 2 kali rekomendasi tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten terkait 

dengan daftar pemilih di Kabupaten Klaten. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten 

Klaten ditanggapi dengan baik dan KPU Kabupaten Klaten dengan cepat 

menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Di Kabupaten 

Klaten penetapan daftar pemilih berawal dari DPS yang berasal dari DPT pemilihan 

Gubernur, DPSHP, DPT, DPTHP, DPTHP-2, DPTHP-2 Ke-2, DPTHP-3 kemudian 

ditambah dengan DPTb, DPTb-2, DPTb-3. Kendala yang dihadapi pada tahapan 

pemutakhiran data ini ialah banyaknya warga yang tidak masuk dalam DPT, 

adanya identitas ganda yang berasal dari NIK dan NKK.  

Tahapan Kampanye pemilu 2019 di Kabupaten Klaten pada umumnya 

berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait 

kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Klaten. Selama tahapan 

Kampanye di Kabupaten Klaten tidak sedikit yang masuk dalam register 

pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten. Pelanggaran-pelanggaran yang menjadi 

temuan Bawaslu Kabupaten Klaten berupa Pelanggaran administrasi dan juga 
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Pidana. Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten segera 

menindaklanjuti dengan pemanggilan sebagai upaya klarifikasi dan pembahasan 

di Gakkumdu. Selain pelanggaran yang masuk dalam pembahasan Gakkumdu, 

terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu/Tim kampanye yang 

mana pada setiap melakukan Kampanye banyak yang tidak ada STTP-nya.  

Kemudian dalam tahapan pemungutan suara, dibeberapa TPS di 

Kabupaten Klaten harus dilakukan perhitungan suara ulang, dan di 2 TPS harus 

dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU di 2 TPS tersebut dikarenakan 

adanya daftar pemilih yang domisilinya tidak masuk dalam 2 TPS tersebut. 2 TPS 

tersebut berada di Keacamatan Klaten Tengah dan di Kecamatan Prambanan. 

Selain itu, selama tahapan pemungutan ditemukan adanya kesalahan input  dan 

kurang teliti dalam menjumlah C1 yang dilakukan KPPS. Sehingga banyak C1 yang 

jumlah hasil perolehanya terdapat selisih. Hal tersebut yang menjadi salah satu 

sebab banyaknya TPS di Kabupaten Klaten yang harus dilakukan perhitungan 

ulang.  

Kata kunci: Penyelenggaraan Pemilu 2019, Tahapan, Pengawasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. GAMBARAN UMUM 

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan, 

Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari 

kadaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan umum tahun  

2019 yang dilaksanakan dengan demokratis dan beradab melalui 

partisipasi rakyat seluas luasnya berdasaarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 

10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara 

Dalampemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan 

Penetapan Hasil Pemilihan Umum. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan vahwa Pemilihan Umum di selenggarakan oleh suatu 

Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan Mandiri. Amanah 

konstitusi tersebut untuk menentukan perkembangan kehidupan 

politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang 

sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Dalam penyelenggaraan pemilihan di perlukan adanya suatu 

pengawasan untuk menjamin agar pemilihan tersebut benar benar 

dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan dan peraturan perundang-

undangan. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan mempunyai peranan 

penting dalam melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan 

pemilihan dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan yang 

langsung, umum ,bebas, rahasia, jujur dan adil.                

Pemilihan Umum tahun 2019 telah di laksanakan pada tanggal 17 

April 2019 Pada umumnya telah berjalan dengan lancar, hanya ada 

beberapa persoalan yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten 

berserta jajaranya dalam setiap tahapan pelaksananaan Pemilihan 

Umum tahun 2019 yang telah berlalu. 

Pada tahap pemutahiran data pemilih di Kabupaten Klaten 

Bawaslu Kabupaten Klaten  memberikan beberapa rekomendasi terkait 

daftar pemilih yang ada di Kabupaten  Klaten, dan rekomendasi Bawaslu 

Kabupaten Klaten  dintindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Klaten. 

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), diawali dengan penetapan 

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dari DPT pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur menjadi, Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 

(DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT),  Daftar Pemilih Tetap Hasil 

Perbaikan (DPTHP), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu 

(DPTHP-1), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan 

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) perbaikan  

pemilu 2019. Permasalaham muncul setelah penetapan DPT masih 

banyak  warga yang belum masuk DPT sehingga masih banyak pemilih 

yang masuk DPTb. 

Pengawasan pemutahiran data pemilih bertujuan untuk 

memastikan agar setiap warga negara yang memenuhi syarat  sebagai 

pemilih terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak kehilangan hak 

konstitusinalnya sebagai warga negara untuk memilih dalam pemilu 
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2019. Secara umum pengawasan tahapan pemutakhiran data dan 

penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Klaten dapat kami sampaikan 

sebagai berikut:  

Berawal dari proses pencocokan dan penelitian daftar DP4, 

Bawaslu Kabupaten bersama Pawaslucam dan PPD melakukan audit 

pencocokan dan penelitian sampai tahapan pengawasan penetapan 

daftar pemilih tetap, dengan rincian kerja sebagai berikut: untuk 

memberikan saran dan masukan kepada KPU Kabupaten Klaten 

Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengirimkan beberapa kali 

menberikan rekomendasi perbaikan Daftar Pemilih Kepada KPU, secara 

umum KPU sangat terbuka dan kooperatif dalam menerima 

rekomendasi, saran dan perbaikan terhadap proses penetapan Daftar 

Pemilih.  

Pada tahapan  kampanye pada umumnya pelaksanaan kampanye 

di kabupaten Klaten telah berjalan dengan tertib dan teratur. Bawaslu 

kabupaten Klaten menjalin kerjasama yang baik dengan aparat 

keamanan dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kampaye 

diantarnya dalam hal ijin penyelenggaraan kampanye (STTP) kampanye, 

pengawasan dan ketertiban Kampanye, karena ketentuan pelaksanaan 

kampanye yang di buat  oleh KPU relatif longgar, termasuk tidak 

diaturnya jadwal kampanye. Meskipun demikian dalam tahapan ini 

masih banyak ditemukan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh 

team kampanye pasangan calon. Dari berbagai temuan yang ada 

mayoritas di dominasi oleh pelanggaran alat peraga kampanye (APK) 

yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pelangaaran yang lain adalah 

netralitas ASN, Kepala Desa, Kasus netralitas Kepala desa 

Jambaan,Kepala desa Serebekan terjadi di kecamatan Bayat dan Ceper, 

yaitu Kepala Desa Keterlibatan dalam kampanye legeslatif yang 

memberikan arahan kepada calon tertentu, ASN  Camat Gantiwarno, 

Kabag umum Pemda Klaten, dan Staf  PNS Kecamatan Cawas, terhadap 
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planggaran Kasus Pelanggaran Netralitas ASN  Bawaslu Kabupaten 

Klaten telah melakukan klarifikasi dan memberikan rekomendasi 

kepada Bupati  Klaten dan KASN.Bentuk kegaiatan kampanye yang di 

lakukan oleh paslon, mulai dari pertemuan terbatas dengan tokoh 

masyarakat, kunjungan ke pasar, konsolidasi internal  dan antar partai 

pengusung, pengobatan gratis, hingga Deklarasi pemenangan oleh  

team kampanye. 

Pada tahap masa tenang umumnya berjalan dengan baik, dari 

hasil Bawaslu kabupaten Klaten, Pawaslucam, PPD, Hingga pengawas 

TPS tidak di temukan dugaan pelanggaran, tahapan ini di lalui dengan 

tertib, dari hasil analisa kerawanan pada masa tenang tidak ada indikasi 

pelanggaran. 

Sedangkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 

dari hasil pengawasan di temukan adanya kekurangan dan kelebihan 

surat suara di beberapa TPS di kecamatan jatinom, Kecamatan kalikotes 

dan Kecamatan klaten selatan, secara keseluruhan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 telah terlaksana dengan 

baik, hal ini tentu saja tidak lepas dari peran serta seluruh elemen 

masyarakat baik Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, Penyelenggara 

Pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu/Tim Kampanye, termasuk 

adanya kesadaran yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk 

melaksanakan Pemilu dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah 

Kabupaten Klaten.  

2. TUJUAN LAPORAN 

Laporan ini di susun dengan tujuan Sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi kewajiban Bawaslu Kabupaten Klaten 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peraturan Kpu 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke keempat atas 
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peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan 

PKPUmum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang 

pemungutan dan perhitungan suara dalamPemilihan Umum, dan 

PKPU Nomer 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum. 

2. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pengawasan Pemilihan 

Umum 2019 Dikabupaten Klaten. 

3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Klaten 

terhadap pelaksanaan pengawasan  Pemilihan umum 2019 Dikabupaten 

Klaten. 

3. LANDASAN HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan 

Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan 

Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum 

4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam 

Pemilihan Umum 

5. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 

6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan 

Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 

7. Peraturan Bawaslu Nomor 29.Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana 

Kampanye Pemilihan Umum 
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8. Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

9. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Kampanye Pemilihan Umum; 

10. Peraturan Bawaslu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; 

11. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan 

Umum; 

12. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah; 

14. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan 

Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum; 

15. Peraturan KPU 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan 

Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum; 

16. Peraturan KPU 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2019; 
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17. Peraturan KPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan 

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; 

18. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Tahapan Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2019; 

19. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon 

Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam 

Pemilihan Umum; 

20. Peraturan KPU Nomor 4 Athun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; 

21. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan 

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. 

22. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 

tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 

 

4. SISTEMATIKA PELAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM 

B. TUJUAN LAPORAN 

C.  LANDASAN HUKUM 

D. SISTEMATIKA PELAPORAN 

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN 

A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemuktahiran Data dan 

Daftar Pemilih  

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan 
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a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan  

a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

B. Kegiatan Verifikasi Partai Politik 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan Kegiatan Verifikasi Partai Politik 

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan 

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan  

a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD 

PROV/ DPRD Kabupaten/Kota 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan Calon 

DPD/DPRD PROV/DPRD Kab/Kota  

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan  

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan 
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a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

D. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye 

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan 

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan  

a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian 

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pengadaandan 

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara 

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan  

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan  

a. Temuan 

b. Rekomendasi 



10 
 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

F. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana kampanye 

1. Pelasanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye 

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan  

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan  

a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan 

Rekapitulasi Suara 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pemungutan, 

Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara 

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan  

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan 

a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 
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H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan  

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan 

a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan  

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan 

a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 

b. Perencanaan Pengawasan 

2. Kegiatan Pengawasan  
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a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan 

3. Hasil-Hasil Pengawasan 

a. Temuan 

b. Rekomendasi 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

4. Dinamika dan Permasalahan 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

BAB III PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Rekomendasi 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN 

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih 

1 Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih 

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 

1) DPT pilgub di tetapkan menjadi DPS pemilu 2019  

2) Banyak terdapat banyak daftar pemilih yang 

bermasalah(ganda, ganda identik, NIK tidak valid, pemilih 

tidak di kenal, pindah domisili, meninggal dunia, Anggota 

TNI/POLRI dan sebagainya 

Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar 

pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat tetapi 

tidak masuk dalam daftar pemilih; 

3) Identitas Pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan; 

4) Status disabilitas pemilih tidak tercantum dalam formulir; 

5) Pemilih yang memiliki identitas ganda di 2 (dua) daerah; 

6) Penetapan DPTb 

7) Pengumuman DPTb 

8) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

9) Pengesahan/ Penetapan DPT 

10) Pengumuman DPT 

11) Rekapitulasi DPT oleh PPK 

12) Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan, DPTb, dan DPT 

Kepada KPU Kabupaten/Kota Melalui PPK 

13) Penetapan Rekapitulasi DPT, DPTHP, DPTHP-1, DPTHP-2 dan 

DPTHP-2 Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota 

14) Penyampaian DPS Daftar Pemilih Perbaikan, DPTb, dan DPT 

Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Kabupaten/ Kota 

15) Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi 
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b. Perencanaan Pengawasan 

1) Peningkatan kapasitas SDM Bawaslu  

2) Mengadakan pengawasan pada tahapan perbaikan DPT 

Bawaslu melukkan pengawasan terhapat perbaikan DPT 

dengan melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi 

kepada KPU terkait pemilih Ganda, Invalid, TNI/POLRI, DPTb. 

2 Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar  Pemilih 

a. Pencegahan 

1) Melakukan Rakor kepada Panwaslu kecamatan tentang 

pengawasan DPT dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan 

agar mengecek daftar pemilih tetap yang akan di plenokan di 

tingkat kabupaten oleh KPU kabupaten klaten.  Rakor di 

laksanakan di Taman Sari Delanggu pada tanggal 19-04-2018. 

2) Melakukan Rakor kepada Pelajar dan juga Stacholder tentang 

pemilih baru yang pada saat itu blm memiliki E-KTP/SUKET. 

3) Pengawasan secara langsung memastikan pemilih pemula bisa 

melakukan perekaman E-KTP di DISDUKCAPIL dan memastikan 

kepada KPU pemilih pemula tersebut sudah masuk dalam DPT. 

4) Menganalisa tentang pemilih ganda dan juga pemilih yang sudah 

meninggal dunia dengan cara koordinasi dengan 

Bawaslucam,PPD dan PTPS. 

5) Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Klaten  untuk 

menindaklajutinya. 

b. Aktivitas pengawasan 

Bawaslu Kabupaten  Klaten bersama jajaran Panwaslu 

Kecamatan dan PPD melakukan pengecekan secara berkala dengan 

memastikan pemilih sudah ada dalam daftar pemilih dan turun 

langsung ke lapangan memastikan masyarakat sudah mengecek ke 

dalam DPT sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Klaten yang sudah 
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di tempel di Kelurahan atau tempat setrategis lainya. Berikut Hasil 

pengawasan pleno di tingkat kabupaten klaten. 

1. Pada tanggal 17 Juni 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan 

Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 

2019 dengan hasil sebagai berikut: 

Jumlah 
Kecamatan 

Jumlah 
Desa 

Jumlah 
TPS 

Jumlah Pemilih 
Total Laki-

Laki 
Perempua

n 

26 401 4.313 490.874 504.620 
995.49

4 

 

2. Pada tanggal 22 Juli 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan 

Rapat Pleno Terbuka Reakpitulasi DPS Hasil Perbaikan Pemilu 

2019 dengan hasil sebagai berikut: 

Jumlah 
Kecamatan 

Jumlah 
Desa 

Jumlah 
TPS 

Jumlah Pemilih 
Total Laki-

Laki 
Perempua

n 

26 401 4.313 488.857 502.548 
991.40

5 

 

3. Pada tanggal 13 September 2018 KPU Kabupaten Klaten 

melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan 

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Umum tahun 2019 

Hasil Perbaikan (DPTHP Ke-1) dengan hasil sebagai berikut: 

Jumlah 
Kecamatan 

Jumlah 
Desa 

Jumlah 
TPS 

Jumlah Pemilih 
Total Laki-

Laki 
Perempua

n 

26 401 4.313 487.724 501.379 
989.10

3 

 

4. Pada tanggal 12 November 2018 KPU Kabupaten Klaten 

melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan 

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Umum tahun 2019 

Hasil Perbaikan (DPTHP Ke-2) dengan hasil sebagai berikut: 

Jumlah Pemilih Total 
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Jumlah 
Kecamatan 

Jumlah 
Desa 

Jumlah 
TPS 

Laki-
Laki 

Perempua
n 

26 401 4.313 
495.78

9 
512.493 

1.008.28
2 

 

5. Pada tangga 11 Desember 2018 KPU Kabupaten Klaten 

melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan 

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Umum tahun 2019 

Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP 2 Ke-2 ) dengan hasil sebagai 

berikut: 

Jumlah 
Kecamatan 

Jumlah 
Desa 

Jumlah 
TPS 

Jumlah Pemilih 
Total Laki-

Laki 
Perempua

n 

26 401 4.313 
494.15

2 
510.374 

1.004.52
6 

 

6. Pada tanggal 18 Februari 2019 KPU Kabupaten Klaten 

melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih 

Tambahan (DPTb) dengan hasil sebagai berikut: 

Jumlah 
Desa/Ke

l 

Jumla
h TPS 

Jumlah 
DPTHP-2 

Jumlah Pemilih 
Masuk DPTb 

Jumlah Pemilih 
Keluar 

Jumlah 
Pemilih 

(10=3+6+9
) L P L+P L P L+P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

401 4313 
1.004.52

6 
18
2 

30
5 

48
7 

23
2 

31
7 

54
9 

1.004.464 

 

7. Pada tanggal 2 April 2019 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan 

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar 

Pemilih Tetap Pemilhan Umum tahun 2019 Hasil Perbaikan 

(DPTHP Ke-3) dengan hasil sebagai berikut: 

Jumlah 
Kecamatan 

Jumlah 
Desa 

Jumlah 
TPS 

Jumlah Pemilih 
Total Laki-

Laki 
Perempua

n 

26 401 4.313 
494.15

2 
510.374 

1.004.52
6 
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8. Pada tanggal 11 April 2019 KPU Kabupaten Klaten 

melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih 

Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

 

3 Hasil – hasil Pengawasan 

a. Temuan  

Pencermatan, analisis dan penilaiaan daftar pemilih Kabupaten 

Klaten di bantu oleh Panwas Kecamatan di temukan data bermasalah 

yang terdiri dari: 

1) Bahwa Penetapan DPTHP-2 yang telah ditetapkan KPU Kabupaten 

Klaten pada tanggal 12 November 2018 ditemukan data daftar 

pemilih ganda di dalam DPTHP-2 tersebut sejumlah 7.268 pemilih 

ganda dengan indikator NIK. 

2) Bahwa adanya temuan bawaslu Kabupaten Klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 pemilu 2019 Kabupaten Klaten 

menemukan: 

a. Indikasi ganda NIK sebanyak 6414 

b. Indikasi ganda NKK dan Nama sebanyak 3531 

c. Indikasi ganda NKK, NIK, dan Nama sebanyak 599 

d. Indikasi Ganda NIK dan NKK sebanyak 791 

e. Indikasi Ganda Nama TTL dan alamat sebanyak 1918 

f. Indikasi ganda NIK dan Nama sebanyak 1188 

g. Indikasi data invalid 3356 

b. Rekomendasi  

Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi Kepada KPU 

Kabupaten Klaten berupa: 
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1. Surat beserta lampiran Nomor: 329.3/Bawaslu.Prov.JT-

14/01.02/XI/2018 tertanggal 28 November 2018 Tentang Temuan 

Bawaslu kabupaten klaten data daftar pemilih ganda di dalam 

DPTHP-2 tersebut sejumlah 7.268 pemilih ganda degan indicator 

NIK. 

2. Surat Nomor: 332/Bawaslu.Prov.JT-14/01/XII/2018 tertanggal 01 

Desember 2018: 

a. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten 

menemukan DPT terindikasi ganda NIK sebanyak 6414 data 

dengan rincian  laki-laki 3.071 dan perempuan 3.343 ( 

Terlampir di CD/Compact Disc) 

b. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten 

menemukan DPT terindikasi ganda NKK dan Nama sebanyak 

3,531 data dengan rincian  laki-laki 1.453 dan perempuan 

2.078 ( Terlampir di CD/Compact Disc) 

c. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten 

menemukan DPT terindikasi ganda NKK,NIK,NAMA sebanyak 

599 data dengan rincian  laki-laki 222 dan perempuan 377 ( 

Terlampir di CD/Compact Disc) 

d. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten 

menemukan DPT terindikasi ganda NIK, dan NKK, sebanyak 

791 data dengan rincian  laki-laki 295 dan perempuan 496 ( 

Terlampir di CD/Compact Disc) 

e. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten 

menemukan DPT terindikasi ganda NAMA,TLL dan ALAMAT 
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sebanyak 1918 data dengan rincian  laki-laki 777 dan 

perempuan 1.141 ( Terlampir di CD/Compact Disc) 

f. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten 

menemukan DPT terindikasi ganda NIK dan NAMA sebanyak 

1.188 data dengan rincian  laki-laki 402 dan perempuan 786 

(Terlampir di CD/Compact Disc) 

g. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten 

menemukan DPT terindikasi ganda INVALID sebanyak 3.356 

data dengan rincian  laki-laki 1.587 dan perempuan 1.769 ( 

Terlampir di CD/Compact Disc) 

h. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil 

pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten 

menemukan DPT terindikasi ganda TMS lain nya sebanyak 

1.385 data dan 2.275 data pemilih baru. 

i. Temuan bawaslu Kabupaten klaten  atas hasil pencermatan  

DPTHP-2 pemilu tahun 2019 kab.Klaten menemukan 

berbedaan data di rekap DPTHP hasil Pleno Tanggal 12 

November dengan by Name yang di kirim ke bawaslu ke 

kabupaten klaten di: kecamatan klaten selatan dan klaten 

tengah. 

c. Tindak lanjut 

KPU Kabupaten Klaten menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu 

Kabupaten Klaten yang tertuang dalam surat perihal Jawaban 

Rekomendasi Nomor: 606/TU.03.2.SD/3310/KPU-Kab/XII/2018 

dengan hasil sebagai berikut: 
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4 Dinamika dan Permasalahan 

Uraian meliputi: 

a. Pengawasan tahapan pemuktahiran daftar dan data pemilih dalam Alat 

Kerja Pengawasan menyangkut efektifitas dapat berupa masukan; 

Alat kerja sangat membantu dalam melakukan pengawasan 

pemutahiran data pemilih. 

b. Masukan terhadap instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; 

Untuk laporan mohon di perhatikan waktu untuk di sesuaikan dengan 

tahapan. 

5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan 

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 

Bawaslu kabupaten klaten melaksanakan pengawasan Tahapan 

pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kabupaten dan tingkat 

kecamatan sampai tingkat desa, sampai dengan subtahapan pemutakhiran 

data dan daftar pemilih. Upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan 

pada tahapan ini agar penyelanggaraan pemilu dapat berjalan lebih baik 

lagi ialah: 

1. Adanya forum atau wadah untuk diskusi bagi semua penyelenggara 

pemilu  

2. Adanya sosialisasi PKPU dan Perbawaslu bagi penyelenggara pemilu 

3. Adanya kesamaan dalam pemahaman regulasi sehingga penerapanya 

tidak banyak ambiguitas didalamnya 

Sehingga dengan hal-hal tersebu diharapkan mampu membentuk 

sinergi antar jajaran penyelenggara pemliu 
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B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik 

1. Pelaksanaan Pengawasan 

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP  

Kerawanan yang mungkin dapat terjadi ketika memasuki 

tahapan verifikasi partai politik, diantaranya: 

1) Ketidaklengkapan dokumen berkas pendaftaran sebagai 

peserta pemilu; 

2) Kurang terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam 

kepengurusan partai; 

3) Alamat domisili kantor yang tidak jelas; 

b. Perencanaan pengawasan 

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan KPU 

Kabupaten Klaten mengenai jadwal verifikasi partai politik yang 

telah disahkan oleh KPU RI. 

2. Kegiatan Pengawasan 

a. Kegiatan Pencegahan 

Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Klaten selalu 

menjalin komunikasi dengan jajaran KPU, dan meminta kepada 

KPU Kabupaten Klaten agar dapat menjalankan tugas dan 

kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan 

yang ada. 

b. Aktivitas Pengawasan 

Bawaslu Kabupaten Klaten menerjunkan beberapa tim 

dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual partai politik. 

Bawaslu Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan KPU Kabupaten 

Klaten dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, karena 

memang Bawaslu kabupaten Klaten tidak mendapatkan jadwal 

yang pasti mengenai waktu verifikasi factual. Verifikasi partai 

politik calon peserta pemilu kabupaten klaten dilaksanakan pada 

bulan Januari 2018. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan 
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koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten mengenai jadwal 

verifikasi partai politik peserta pemilu yang telah disahkan oleh 

KPU RI sebagai dasar perencanaan pengawasan. 

Tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 

terdapat kerawanan-kerawanan yang bisa terjadi seperti: 

1. Ketidaklengkapan dokumen berkas pendaftaran sebagi 

peserta pemilu; 

2. Kurang terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam 

kepengurusan partai (ketua Bendahara dan Sekretaris); 

3. Alamat domisili kantor yang tidak jelas; 

4. Pengurus partai politik yang tidak jelas. 

Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Klaten 

menjalin komunikasi dengan KPU Kabupaten Klaten dan meminta 

KPU Kabupaten Klaten agar menjalankan tugas dan 

kewenanganya seperti yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan 

dengan membagi beberapa team untuk melakukan pengawasan 

verifikasi faktual partai politik. Pada saat melakukan pengawasan 

verifikasi faktual ini Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan 

koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten karena terdapat 

kendala yaitu Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan 

jadwal yang pasti mengenai waktu dilaksanakannya verifikasi 

faktual tersebut. 

Selama melakukan pengawasan, ada beberapa hal yang 

menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Klaten antara lain: 

1. Kelengkapan berkas pebdaftaran partai politik belum 

lengkap, meskipun dapat dilengkapi pada saat perbaikan 

berkas 

2. Domisili kantor yag berpindah-pindah atau tidak tetap 
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3. Keterwakilan perempuan pada (ketua Bendahara dan 

Sekretaris) tidak memenuhi, 

4. Pada saat di lakukan verifikasi tidak semua pengurus ada dim 

tempat. 

5. Kartu anggota yang tidak lengkap. 

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa 

adanya dnamika permasalahan pada saat tahapan verifikasi partai 

politik ini ialah kurang dipahaminya regulasi oleh pengurus partai 

politik. Pemahaman mengenai regulasi yang harus dipahami oleh 

seluruh elemen peserta dan permaslahan yang muncul dalam 

tahapan ini adalah kurang dipahaminya regulasi oleh para 

pengurus parpol sehingga seolah-olah ada unsur menganggap 

sepele terhadap permasalahan di tahapan ini, salah satu 

contohnya adalah ketika KPU sudah membuka pendaftaran sejak 

dini, namun pada kenyataanya masih banyak Partai poliitik yang 

mendaftarakan partainya di hari-hari terakhir dan pada jam yang 

sudah mendekati Injury Time. 

Sosiapisasi pemilu untuk di tingkatkan kepada pengurus 

parpol dimaksudkan agar semua partai politik dapat memiliki 

pemahaman yang seragam dan dapat meminimalisir kekeliruan. 

Perlu dipahamkannya tentang Regulasi dan ketentuan 

perundang-undangan kepada seluruh elemen peserta pemilu, hal 

ini dimaksudkan agar semua partai politik memiliki pemahan dan 

keseragaman yang sama terhadap regulasi. 

3. Hasil Pengawasan 

a. Temuan 

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

kabupaten Klaten menemukan beberapa hal diantaranya : 
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1) Kelengkapan berkas pendaftaran parpol ada yang belum 

lengkap, meskipun demikian dapat dilengkapi pada saat 

perbaikan berkas; 

2) Domisili kantor yang berpindah-pindah atau tidak tetap; 

3) Keterwakilan perempuan pada kepengurusan inti (ketua 

Bendahara dan Sekretaris) tidak memenuhi. ( harus 

perbaikan) 

4) Kartu anggota tidak lengkap.( harus perbaikan) 

 

 

b. Rekomendasi 

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pada 

tahapan verifikasi partai politik akan tetapi tidak memberikan 

rekomendasi secara tertulis  kepada KPU Kabupaten Klaten. Dan 

hanya memberikan masukan secara lisan kepada KPU agar 

kelengkapan berkas pendaftaran parpol dan domisili harus tetap 

tidak ber pindah pindah dan perwakilan perempuan harus 

terpenuhi. 

c. Tindaklanjut 

KPU kabupaten klaten menerima masukan dari bawaslu 

kabupaten klaten dan KPU kabupaten klaten berkoordinasi 

kepada LO partai politik agar melengkapi berkas pendaftaran 

parpol,dan kantor yang di laporkan harus jelas,serta keterwakilan 

perempuan terpenuhi. 

4. Dinamika Permasalahan Tahapan Verifikasi Partai Politik 

Dinamika dan permaslahan yang muncul dalam tahapan ini adalah 

kurang dipahaminya regulasi oleh para pengurus parpol sehingga 

seolah-olah  ada unsur menganggap sepele terhadap permasalahan di 

tahapan ini, salah satu contohnya adalah ketika KPU sudah membuka 

pendaftaran sejak dini, namun pada kenyataanya masih banyak Partai 
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poliitik yang mendaftarakan partainya di hari-hari terakhir dan pada 

jam yang sudah mendekati Injury Time. 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik 

Perlu sosialisasi yang lebih optimal kepada seluruh elemen 

peserta pemilu tentang Regulasi dan ketentuan perundang-undangan, 

hal ini dimaksudkan agar semua partai politik memiliki pemahan dan 

keseragaman yang sama terhadap regulasi. 

 

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD 

Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD 

Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 

Adanya calon yang tersandung masalah hukum dan legalitas 

persyaratan. 

b. Perencanaan pengawasan 

Bawaslu Kabupaten Klaten  melakukan Pengawas terhadap 

proses pendaftaran pencalonan dari pengajuan Calon,DCS sampai 

dengan Di tetapkan menjadi DCT. 

2. Kegiatan pengawasan  

a. Pencegahan  

Bawaslu kabupaten klaten melakukan pengawasan di kantor 

KPU kabupaten klaten terkait pendaftaran pencalonan  anggota 

DPRD kabupaten klaten yang berlangsung Pada tanggal 4-17 bulan 

Juli tahun 2018 telah di buka Pencalonan Anggota DPRD kabupaten 

klaten yang jumlah keseluruhan yang di ajukan parpol adalah 575 bakal 

Calon kemudian di lakukan Verifikasi oleh KPU selama 14 hari terhadap 

kelengkapan dan ke absahan  dokumen yang di kirim bakal calon yang 

kemudian dari hasil verifikasi di temukan 113 BC memenuhi syarat dan 

462 belum memenuhu syarat. Kemudian KPU membuka perbaikan 
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kelengkapan berkas dan selama 7 Hari tanggal 22 sd 31 Juli 2018 di I 

dapat data bahwa 454 calon dapat melengkapi data dan sisanya 8 calon 

tidak melngkapi data sampai batas waktu yang di tentukan. Jumlah 

calon yang memenuhi syarat adalah 519 orang dan 8 lain nya BMS. 

Sehingga DCS yang di tetapkan oleh KPU adalah 519 terdiri dari 313 laki 

laki dan 206 perempuan. Dalam proses menuju DCT terdapat 2 calon 

yang mengundurjksn diri yaitu sHinta Dwi Fitri AStuti S.Pd dari partai 

Gerindra daerah pemilihan 1 no urut 8 dan keke Wulanita daniati A.Md 

dari Partai Hanura daerah pemilihan 2 sehingga jumlah DCT yang di 

tetapkan oleh KPU  sebanyak 517 calon dengan rincian 313 orang laki 

laki  dan  204 perempuan.  

Aktivitas pengawasan 

Pengawasan Bawaslu Kabupaten klaten dalam tahapan 

pencalonan melakukan pengawasan secara langsung di kantor 

KPU Kabupaten Klaten. Pada tanggal 17-april-2018. batas waktu 

pencalonan  telah berakhir bawaslu kabupaten klaten 

menemukan  calon yang  di duga TMS masuk dalam DCS terkait 

ijasah yang di gunakan  

3. Hasil Pengawasan  

a. Temuan  

Bawaslu kabupaten klaten menemukan daftar  nama calon 

yang di duga TMS dalam pencalonan terkait ijasah yang di 

gunakan atas nama suraji dan bawaslu kabupaten klaten meminta 

agar KPU kabupaten klaten melakukan verifikasi terkait sekolah 

yang terdaftar di ijasah calon yang di duga menggunakan ijasah 

palsu terebut. Dan satu calon eks narapida korupsi atas nama 

Suggimin tetapi kemudian yang bersangkutan tidak melanjutkan 

pencalonannya dan tidak melengkapi berkasnya, selalin itu ada 

satu caleg atas nama Drs Muh shobron Jamil Yang merupakan 

perangkat desa.  

b. Rekomendasi  
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1. Rekomendasi  yang di ucapkan secara lisan  oleh Bawaslu 

kabupaten klaten di tindak lanjuti oleh  KPU kabupaten 

klaten dan Bawaslu Kabupaten klaten   melakukan verifikasi 

ke Bojonegoro, jawa timur untuk verifikasi  anggota calon 

sementara atas Nama SURAJI dari dapil 5 partai pengusung 

PDIP. Terindikasi ijasah palsu. Dalam verifikasi di tempat 

tujuan sekolah yang bersangkutan benar-benar siswa 

sekolah yang sesuai dengan ijasah yang tercantum dalam 

pendaftaran di calon sementara. 

2. Terhadap calon yang masih berstatus sebagai perangkat 

desa bawaSLU menyampaikan temuan kepada KPu agar 

yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai perangkat 

desa. 

c. Tindaklanjut rekomendasi  

KPU kabupaten klaten sangat komperatif terhadap Bawaslu 

kabupaten klaten terkait temuan dan rekomendasi secara tertulis 

maupun lisan selalu di tindak lanjuti oleh KPU kabupaten klaten.  

Dari hasil verifikasi yang di lakukan oleh KPU kabupaten klaten dan 

Bawaslu Kabupaten klaten di bojo negoro jawatimur, kpu juga 

menyampaiaka kepada partai pengusung Drs Muh Shobron jamil 

untuk melengkapi berkas. daftar calon  DCS di kabupaten klaten 

tetap 517 pendaftar.  

Pada tanggal 20 bulan September tahun 2018 telah di 

tentukan calon tetap  Anggota DPRD kabupaten klaten yang di 

sebut dengan DCT (daftar calon tetap) sebanyak 517 calon yang 

telah di tetapkan oleh KPU kabupaten klaten. Selama berjalannya 

waktu terdapat satu calon anggota DPRD kabupaten klaten yang 

meninggal dunia atas Nama: Muhammad ismail dari partai 

pengusung PAN. Tetapi tidak di coret dalam DCT oleh KPU karena 

sudah Proses Pencetakan Kartu Suara Untuk DCT (daftar calon 
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tetap) di Kabupaten Klaten sebanyak 517 anggota DPRD di 

kabupaten klaten. Berikut jumlah calon DCT kabupaten klaten: 

1) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 

Jumlah   : 44 

Laki – laki    : 25 

Perempuan     : 19 

Prosentase perempuan  : 43,18% 

2) PARTAI GERINDRA  

Jumlah   : 48 

Laki – laki    : 29 

Perempuan     : 19 

Prosentase perempuan  : 39,58% 

3) PARTAI PDI-PERJUANGAN  

Jumlah   : 50 

Laki laki     : 32 

Perempuan     : 18 

Prosentase perempuan  : 36% 

4) PARTAI GOLONGAN KARYA  

Jumlah   : 50 

Laki – laki     : 29 

Perempuan     : 21 

Prosentase perempuan  : 42% 

5) PARTAI NASDEM  

Jumlah   : 44 

Laki – laki     : 27 

Perempuan    : 17 

Prosentase perempuan : 38,63% 

6) PARTAI GARUDA  

Jumlah    : 5 

Laki – laki     : 2 
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Perempuan    : 3 

Prosentase perempuan : 60% 

7) PARTAI BERKARYA  

Jumlah   : 10 

Laki – laki     : 3 

Perempuan     : 7 

Prosentase perempuan : 70%  

8) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

Jumlah   : 50 

Laki – laki    : 31 

Perempuan     : 19 

Prosentase perempuan  : 38% 

9) PARTAI PERSATUAN INDONESIA  

Jumlah   : 31 

Laki laki    : 19 

Perempuan     : 12 

Prosentasse perempuan  : 38,70% 

10) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  

Jumlah   : 25 

Laki – laki    : 15 

Perempuan    : 10 

Prosentase perempuan  : 40% 

11) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA  

Jumlah   : 15 

laki – laki    : 10 

perempuan    : 5 

prosentase perempuan  : 33,33% 

12) PARTAI AMANAT NASIONAL  

Jumlah   : 49 

Laki – laki     : 32 
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Perempuan    : 17 

Prosentase perempuan  : 34,69% 

13) PARTAI HANURA  

Jumlah    : 23  

Laki – laki     : 14 

Perempuan     : 9 

Prosentase perempuan  : 39,13% 

14) PARTAI DEMOKRAT  

Jumlah   : 48 

Laki – laki    : 29 

Perempuan    : 19 

Prosentase perempuan  : 39,58% 

15) PARTAI BULAN BINTANG  

Jumlah   : 24  

laki- laki     : 14 

perempuan     : 10 

prosentase perempuan  : 41,66% 

16) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 

Jumlah 0 

Total Jumlah    : 516 

Laki-laki    : 311 

Perempuan    : 205 

Prosentase perempuan  : 39,72% 

Dari 50 jumlah kursi di wilayah Kabupaten Klaten terdiri 

dari 5 dapil. 

 

4. Dinamika dan permasalahan 

Masih banyaknya pendaftar yang tidak bisa melengkapi berkas 

pendaftaran hingga batas akhir pendaftaran antara lain 

1) Legalisir ijasah 
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2) Skck 

3) Kartu Anggota Partai 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

Bahwa Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 ini, perlu adanya 

pengarahan atau sosialisasi kepada Calon Anggota Legislatif terkat 

dengan regulasi yang ada. 

D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye  

Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 

2019  berlangsung dari tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 13 April 

2019. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten  beserta jajaran 

melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye yang 

dilaksanakan di wilayah Kabupaten Klaten. Secara umum Tahapan 

Kampanye berjalan dengan tertib, aman dan terkendali.  

 Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan, kegiatan kampanye 

diwilayah Kabupaten Klaten pada umumnya dilakukan dengan cara 

pemasangan alat peraga kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat 

umum dan melakukan Kampanye dalam bentuk rapat terbatas, atau 

kegiatan sosial. 

 Sementara itu, pada masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai 

dengan 16 April 2019, berdasarkan hasil pengawasan dilapangan 

banyak kegiatan kampanye yan di lakukan oleh tim sukses maupun 

relawan pemenangan. 

 Pada tahap masa tenang kami bekerjasama dengan Satpol PP 

Kabupaten Klaten dan KPUD Klaten membersihkan alat peraga 

kampanye yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Klaten.

1. Pelaksana Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye 

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan 

Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum 2019 

dimungkinkan terdapat kerawanan – kerawanan yang dapat 
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menganggu tahapan kampanye, berdasarkan pemetaan dan 

belajar dari pengalaman pada masa kampanye pemilihan 

sebelumnya, maka ada beberapa kerawanan yang harus 

diantisipasi yaitu sebagai berikut : 

 Maraknya Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ilegal 

 Keterlibatan ASN dan Perangkat Desa dalam Kampanye 

 Maraknya Kampanye hitam atau Black Campaign melalui 

media sosial maupun selebaran – selebaran  

Untuk meminimalisir kerawanan – kerawanan tersebut 

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten  melakukan 

Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten  melakukan langkah 

langkah sebagai berikut : 

 Identifikasi dan pemetaan kerawanan dalam tahapan 

kampanye 

 Menyusun kegiatan pengawasan berdasarkan fokus 

pengawasan yang telah ditentukan. 

b. Perencanaan Pengawasan 

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten dalam 

melaksanakan perencanaan pengawasan sebagi berikut : 

1) Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan 

melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal 

mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran 

dan/atau indikasi awal pelanggaran. 

2) Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan 

melakukan tindakan penangangan secara cepat dan tepat 

terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran 

Pemilukada. 

3) Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan 

tentang peraturan perundang-undangan pemilukada dan 

sanksi terhadap pelanggarannya. 
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2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan 

Kampanye 

a. Pencegahan 

Dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Badan 

Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten berpedoman pada hal 

– hal sebagai berikut : 

1) Pemetaan potensi rawan pelanggaran kampanye 

2) Koordinasi atau kerjasama antar lembaga 

3) Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan yang 

berlaku 

4) Meningkatkan Pengawasan Partisipatif sebagai 

bentuk Supporting System. 

5) Mengirimkan Surat Edaran Kepada ASN dan Perangkat 

Desa terkait netralitas. 

Diharapkan dengan adanya proses pencegahan terhadap 

potensi pelanggaran, tahapan kampanye Pemilihan umum 

2019 di Kabupaten Klaten dapat berjalan dengan aman, tertib 

dan lancar sehingga pelanggaran dapat diminimalisir. 

b. Aktivitas pengawasan 

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten  

melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi – lokasi 

Kampanye baik yang bersifat Rapat Terbatas maupun Bakti 

Sosial. Selama pelaksanaan Kampanye baik Kampanye Calon 

Presiden dan Wakil Presiden maupun Kampanye Pemilihan 

Anggota Legislatif Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten 

Klaten bersama dengan Panwaslu Kecamatan serta PPD 

melakukan pengawasan melekat setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye yang 

mana dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 

Kecamatan Metode Pelaksanaan Kampanye 
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N
o 

Pertemuan 
Terbatas 

Tatap 
Muka 

Kampanye Bentuk 
Lain 

Rapat 
Umum 

1 
Klaten 
Utara 

13 8 8 2 

2 
Klaten 
Tengah 

10 8 6 0 

3 
Klaten 
Selatan 

12 7 6 1 

4 Kalikotes 9 10 7 0 

5 Ngawen 10 6 10 0 

6 
Kebonaru
m 

11 6 8 0 

7 Wedi 15 11 10 1 

8 Jogonalan 16 10 11 3 

9 
Gantiwarn
o 

6 5 9 0 

1
0 

Prambana
n 

18 7 10 1 

1
1 

Manisreng
go 

11 10 8 0 

1
2 Kemalang 

13 9 9 2 

1
3 

Karangnon
gko 

14 10 11 0 

1
4 Jatinom 

18 8 12 1 

1
5 

Karangano
m 

20 10 13 1 

1
6 Tulung 

19 7 10 0 

1
7 Polanharjo 

15 8 9 0 

1
8 Delanggu 

22 10 8 2 

1
9 Ceper 

25 9 7 2 

2
0 Juwiring 

21 8 6 0 

2
1 Wonosari 

27 12 10 0 

2
2 Pedan 

25 11 8 2 

2
3 Trucuk 

22 15 12 1 

2
4 

Karangdow
o 

16 8 9 1 

2
5 Bayat 

24 8 7 1 
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2
6 Cawas 

27 15 12 1 

 

3. Hasil – hasil pengawasan 

a. Temuan  

Berdasarkan temuan pelanggaran dalam tahapan 

kampanye Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil 

Presiden,DPR, DPD  ,DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten 

Klaten  didapatkan data pelanggaran sebagai berikut : 

1) Kepala desa jambaan dan srebegan 

2) ASN Camat gantiwarno  

3) ASN Kabag Umum Pemda,dan staf  PNS Cawas 

b. Rekomendasi  

1) Kepala Desa Jambaan dan srebegan di rekomendasikan 

ke Bupati Klaten 

2) ASN Camat Gantiwarno dan Kabag umum pemda serta 

staf PNS cawas  Di rekomendasikan Ke KASN 

c. Tindak lanjut  

1) Kepala desa jambaan dan srebegan  mendapat sanksi 

administrasi 

2) ASN Camat Gantiwarno  dan Kabag Umum Pemda serta 

Staf PNS cawas mendapat sanksi admministrasi ringan 

4. Dinamika dan permasalahan 

Pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum  Presiden dan 

Wakil Presiden, DPR, DPD  ,DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten 

Klaten  tidak ada kejadian atau pelanggaran yang menonjol, 

kampanye berlangsung aman, damai dan lancar. Badan Pengawas 

Pemilihan Kabupaten Klaten  menghadapi beberapa kendala 

dalam pengawasan kampanye, kendala-kendala tersebut antara 

lain: 
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1) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye ilegal, Badan 

Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten  bersama Satpol PP 

mengalami kesulitan karena minimnya peralatan seperti Lift 

Crane; 

2) Dukungan masyarakat terhadap pengawasan partisipatif 

masih kurang. 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil 

Presiden, DPR, DPD  , DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Klaten 

masih ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye 

yang melanggar aturan dan keterlibatan ASN dan Perangkat Desa 

dalam kampanye, Berdasarkan kendala dan kondisi obyektif 

terkait implementasi Peraturan kampanye di lapangan, maka  

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten  setelah 

mengadakan evaluasi terhadap  jajaran pengawas di  masing-

masing jenjang, maka didapatkan rumusan  evaluasi sebagai 

berikut:  

a. Badan Pengawas Pemilihan dan jajaran di bawahnya untuk 

meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk 

mencegah pelanggaran netralitas ASN dan Perangkat Desa. 

b. Badan Pengawas Pemilihan di masing – masing tingkatan 

untuk meningkatkan koordinasi dengan tim kampanye 

pasangan calon dan relawan untuk melakukan langkah – 

langkah pencegahan terhadap pelanggaran pemasangan alat 

peraga kampanye. 

c. Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan dan PPD 

meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas 

relawan Pasangan Calon terhadap kemungkinan keterlibatan 

PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta adanya 

kemungkinan penggunaan fasilitas Negara. 
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E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian 

Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara 

1. Pelaksana Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan 

Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan 

Penghitungan Suara 

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 

Tahapan ini dimulai dengan proses pengadaan perlengkapan 

pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU 

Provinsi / KPU Kabupaten Kota pada tanggal 16 November 2018 

sampai dengan tanggal 22 Maret 2019. Didalam proses ini sering 

terjadi beberapa Kerawanan yang biasa terjadi antara lain:  

1) Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan 

perlengkapan tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis 

perlengkapan pemungutan suara; 

2) Ketepatan waktu tidak diperhatikan; 

3) Kesesuaian jumlah barang yang rawan dimanipulasi; 

4) Pengamanan yang kurang terjamin; 

5) Perusahaan pemenang lelang tidak melakukan sub kontrak 

kepada perusahaan lain; 

6) Kelebihan pengadaan surat suara tidak langsung 

dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang; 

7) Perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilihan terindikasi terafiliasi dengan pasangan calon 

tertentu 

b. Perencanaan Pengawasan 

Dari pemetaan indikasi kerawanan yang telah di sampaikan 

diatas, maka perlu dilakukan langkah – langkah pengawasan 

yang melibatkan jajaran Badan pengawas. Pengawasan 

dilakukan  pada tahapan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemilihan. Adapun tujuannya adalah : 
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1) Memastikan kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang untuk 

mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan 

tepat waktu, tepat tujuan,  dan sesuai ketentuan 

(pengepakan dan penggunaan moda transportasi, prosedur 

penerimaan); 

2) Adanya pengawalan dan pengamanan pendistribusian;  

3) Kesesuaian jenis, jumlah dan spesifikasi teknis; 

4) Tidak terjadi kesalahan pelipatan surat suara oleh KPU,KPU 

provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

5) Pengalokasian surat suara sesuai dengan jumlah pemilih di 

masing-masing TPS; 

6) Memastikan pendirian TPS dilakukan maksimal satu hari 

sebelum hari pemungutan suara; 

7) Pengalokasian kelengkapan adminstrasi pemungutan dan 

penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-

masing TPS; 

8) Tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan 

suara di KPPS 3(tiga) hari sebelum hari dan tanggal 

pemungutan suara. 

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan 

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan 

Suara 

a. Pencegahan 

Sebagai langkah antisipasi munculnya permasalahan 

dalam tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan 

Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten 

Klaten sudah melakukan beberapa langkah pencegahan. 

Langkah pencegahan yang diambil Bawaslu adalah melakukan 

koordinasi secara langsung dengan KPU Klaten serta 
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memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Klaten terkait 

beberapa hal teknis yang berpotensi menjadi masalah.  

b. Aktivitas Pengawasan 

Untuk merealisasikan rencana pengawasan yang telah 

tersusun, maka dilakukan serangkaian kegiatan pengawasan 

dilapangan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten 

Klaten, baik oleh anggota Bawaslu maupun oleh tim staff 

Bawaslu dibawah supervise Bawaslu Kabupaten Klaten. Kegiatan 

pengawasan dilakukan secara langsung untuk memastikan 

semua tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan 

Pemungutan Dan Penghitungan Suara dilaksanakan oleh KPU 

beserta jajarannya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. 

Aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu kabupaten Klaten 

dalam tahapan ini antara lain: melakukan kunjungan ke 

perusahaan pemenang lelang pengadaan perlengkapan. 

Kunjungan di lakukan bersama tim Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah, hal ini untuk memastikan kesesuaian dokumen 

perusahaan dengan kondisi empiris perusahaan. Kemudian 

memastikan Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam 

pengadaan perlengkapan sesuai dengan standar spesifikasi 

teknis perlengkapan pemungutan suara, Ketepatan waktu 

pengerjaan,serta Kesesuaian jumlah perlengkapan. Pada hari 

jum,at tanggal 22-maret-2019.  hari Pertama melakukan 

Pengawasaan pengiriman surat suara Untuk DPRD propinsi 

Kabupaten klaten di PT Seni Budaya Sejahtra, Jln Gempol sari No 

384 Melong cimahi selatan yang mana pada pengawasan terebut 

di dampingi oleh  anggota Bawaslu jawaTengah Muhammad 

Rofiuddin S.H.I.Kom  

Surat suara yang untuk kabupaten klaten dari suarat 

suara Pilpres,DPR RI,DPD serta DPR Propinsi sudah tercetak 

semua  hanya kekurangan dari DPRD kabupaten klaten,yang 
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mana waktu pengecekan di PT Seni Budaya Sejahtra Terdapat 

keterlambatan pengiriman kertas surat suara yang mana dapat 

melambatkan pekerjaan dari percatakan. Sudah 3 hari kertas 

surat suara yang target pengiriman dari kantor pusat di 

jadwalkan Tanggal 23-Maret-2019 akan di distribusikan ke 

percetakan yang akan mencetak surat suara. 

Pada hari kedua melakukan pengawasan dan 

pengecekan pencetakansurat suara di PT.Seni Sejahtra,Jl 

Babakan Ciparay No.279,Bandug Barat rencana yang akan di 

cetak adalah DPRD Kabupaten Klaten,percetakan belum di 

lakukan karena kertas belum di kirim dari perusahaan pusat,yang 

jadwal pengiriman nya tanggal 23-maret-2019.sampai tanggal 

tersebut belum ada kegiatan yang dilakaukan di dalam perusaan 

tersebut. Dan ada temuan dari master untuk percetakan,dengan 

DCT yang di Kabupaten Klaten Terdapat gelar yang penulisan nya 

berbeda dengan DCT serta ada penempatan titik yang tidak 

sama dengan DCT.  

1) Pengawasan pada saat logistic pemilihan di kirim kepada 

KPU Klaten , dicek apakah sesuai dengan prosedur atau 

tidak. Misalnya, apakah pintu kendaraan pengangkut 

perlengkapan tersegel ataukah tidak, kemudian apakah 

jumlah yang dikirim sesuai dengan yang di pesan KPU 

ataukah tidak dan lain sebagainya  

2) Pengawasan pada saat pengecekan kondisi dan pelipatan 

surat suara oleh tim yang dibentuk oleh KPU Klaten ,dalam 

kegiatan ini jajaran Bawaslu memastikan kegiatan 

pengecekan dan pelipatan surat suara dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya pihak 

ketiga yang dipekerjakan ketika masuk ruangan harus 

dipastikan tidak menggunakan alat perekam, tidak 
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menyembunyikan surat suara untuk tujuan tertentu serta 

tidak melakukan perusakan surat suara dengan sengaja. 

Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan jumlah 

surat suara di ikat dalam hitungan 25 buah dalam satu 

bendel ikatan sehingga memudahkan dalam proses 

penghitungan dan pendistribusian ke Kecamatan. Berikut 

hasil pengawasan pelipatan suara Pada hari Rabu, tanggal  

27-02-2019 s/d 1-03-2019  di Kantor KPU Kabupaten klaten 

mengerjakan Rekap Sortir Dan Pelipatan Surat Suara 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.  kebutuhan 

di KPU Kab Klaten surat suara pilpres sebanyak 1.026.649 

lembar. Yang didistribusikan dari percetakan Balai Pustaka 

Jakarta. ke Kab Klaten sebanyak 1.024.617 lembar serta 

jumlah dus 513 yang mana setiap dus nya berisi kurang 

lebih 2000, kekurangan pengiriman sebanyak 2.032. 

Setelah disortir isi dus hanya sebanyak 1.015.636, selisih 

8.981 lembar. Jumlah surat suara yang rusak sebanyak 

21.986 lembar. Jumlah surat suara baik sebanyak 933.650.  

total kekurangan dari jumlah surat suara yang dibutuhkan 

di KPU Kab Klaten sebanyak 32.999. dan untuk kekurangan 

belum ada konfirmasi dari pihak percetakan kapan akan di 

kirim kembali ke KPU Kab. Klaten. 

3) Pengawasan langsung pada saat pendistribusian 

perlengkapan pemilihan ke setiap kecamatan di 

Kabupaten Klaten. Bawaslu kabupaten Klaten membentuk 

5 (lima) tim, yang terdiri dari anggota Bawaslu kabupaten 

di damping oleh dua orang staff Bawaslu Kabupaten Klaten  

secara langsung mendampingi dan melakukan 

pengawasan melekat semua proses pendistribusian 
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perlengkapan pemilihan dimulai dari pengambilan dari 

gudang penyimpanan logistic KPU Klaten. 

4) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan dari 

PPK kepada PPS di masing – masing desa se Kabupaten 

Klaten. Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan 

pendistribusian logistic oleh jajaran KPU Klaten. 

Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemilihan 

Lapangan/ PPD di setiap desa, di bawah supervise 

Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten. 

5) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan dari 

PPS di setiap desa kepada KPPS di setiap TPS di seluruh 

Kabupaten Klaten. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas 

TPS dibawah koordinasi PPD dan supervise dari Bawaslu 

Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten.Tujuan 

pengawasan ini adalah untuk memastikan kesiapan 

perlengkapan pemilihan sampai dengan tingkat TPS, serta 

menemu kenali potensi pelanggaran menjelang hari 

pemungutan suara di TPS. 

6) Pengawasan kesiapan KPPS menjelang hari pemungutan 

suara, dilakukan serentak oleh Pengawas TPS dengan 

koordinasi PPD dan dibawah supervise Panwaslu 

Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten. Hal – hal yang 

menjadi focus pengawasan antara lain:  

a) Apakah TPS sudah didirikan pada waktu H-1 

pemungutan suara ? 

b)  Apakah semua perlengkapan sudah terdistribusi 

dengan lengkap? 

c)  Apakah ada aparat Linmas yang berjaga di lokasi TPS 

pada hari menjelang pemungutan suara? 
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d)  Apakah logistic pemilihan disimpan dalam kotak 

suara yang tersegel ? 

e) Apakah setting tempat pemungutan suara sudah 

tersusun seperti aturan di PKPU? 

f) Apakah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh 

anggota KPPS pada saat H-1 ? 

g) Apakah formulir C6 sudah didistribusikan kepada 

calon pemilih dengan mendatangi langsung pemilih ? 

3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan 

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan 

Suara 

a. Temuan 

Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Tahapan 

Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan 

Dan Penghitungan Suara yang dilakukan serentak oleh 

seluruh jajaran Bawaslu se Kabupaten Klaten, ditemukan 

beberapa pelanggaran, antara lain: 

1) Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan 

oleh Bawaslu Kabupaten klaten, ditemukan  TPS Dekat 

dengan Clon anggota DPRD Klaten  di Kecamatan 

karangdowo  didirikan dengan jarak hanya sebrangan 

jalan. 

2) Hasil pengawasan pada malam hari menjelang 

pemungutan suara, ditemukan nya TPS yang tidak di 

jaga oleh limas dan saat di tanyakan kondisi di lokasi 

sangat aman.. 

3) Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019, di 

Kecamatan Jatinom  di temukan di TPS yang surat suara 

nya PESIMEN /contoh surat suara. 

b. Rekomendasi 
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Dari hasil temuan pengawasan diatas, Bawaslu Kabupaten 

Klaten menyampaikan rekomendasi perbaikan sebagai 

berikut: 

1) Meminta kepada KPU klaten, agar segera 

memerintahkan KPPS di kecamtan Karangdowo UNtuk 

memindahkan TPS yang dekat dengan anggota calon 

DPRD untuk segera memindahkan TPS sesuai dengan 

petunjuk teknis yang diatur didalam PKPU. 

2) Meminta kepada KPU Kabupaten Klaten, untuk 

memerintahkan KPPS segera meminta kepada anggota 

linmas berjaga di TPS. 

3) Memeberikan saran perbaikan kepada KPU Klaten, untuk 

segera menyelesaikan kekurangan kartu suara di TPS 

Kecamatan Jatinom. 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

Dari masukan dan saran perbaikan/ rekomendasi yang 

disampaikan oleh Bawaslu kabupaten Klaten kepada KPU 

Klaten, jajaran KPU Klaten langsung menindak lanjuti 

rekomendasi tersebut. TPS yang berada di tempat yang di 

laran di pindah oleh KPPS dan diawasi oleh para Pengawas 

TPS pada sore hari menjelang hari pemungutan suara. KPU 

Klaten malam itu juga memerintahkan anggota linmas yang 

belum bertugas untuk segera bertugas mengamankan TPS. 

Untuk menutup kekurangan surat suara di PPK Kecamatan 

jatinom, dan sisa kekurangannya diambilkan dari cadangan 

yang ada di KPU.  

4. Dinamika dan Permasalahan 

Pada tahapan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemilihan, ada beberapa dinamika dan 

permasalahan yang muncul, antara lain: 
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a. Muncul keluhan dari pihak PPK di  Klaten kepada perusahaan 

percetakan karena waktu pengiriman yang terlalu dekat 

dengan hari pemungutan suara sehingga sangat riskan terjadi 

permasalahan pelipatan surat suara. 

b. Pada saat sortir surat suara masih di temukan banyak surat 

suara yang warnanya kurang sesuai dengan PKPU. 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

Evaluasi pelaksanaan Tahapan Pengadaan Dan 

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan 

Suara antara lain: 

a. Munculnya resistensi dari KPU Klaten terhadap tugas 

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Klaten, 

sehingga terjadi kesulitan mengakses data dan rekanan yang 

ditunjuk oleh KPU Kabupaten klaten untuk mengerjakan 

pengadaan perlengkapan pemungutan suara. 

b. KPU Kabupaten Klaten  telah melakukan tindakan tidak 

cermat dalam tugas pengadaan dan pendistribusian surat 

suara sehingga muncul permasalahan kekurangan kartu suara 

di beberapa kecamatan di kabupaten klaten , yang berpotensi 

mengganggu proses pelaksanaan pemungutan suara apabila 

tidak segera mendapatkan solusi konkrit. 

c. Kurang nya manageman KPU klaten sehigga terjadi kekeliruan 

atau salah kirim logistic yg di kirim dari KPU ke PPK. 

F. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye 

1. Pelaksana Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana 

Kampanye 

a. Kerawanan Kerawanan dan IKP 

Dalam tahapan ini kerawanan terjadi karna banyak Partai 

politik yang menyetorkan dengan saldo yang tidak wajar. 

b. Perencanaan Pengawasan  
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Kegiatan Perencanaan  Bawaslu Kabupaten Klaten dalam 

masa tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut: 

1) mendatangi secara langsung pimpinan Partai politik yang 

menyetorkan dana dengan saldo Rp. 0 

2) menyurati pimpinan partai politik untuk mendapat 

keterangan tentang Dana Kampanye yang saldo Rp. 0 

3) koordinasi dengan KPU Klaten dan pimpinan Partai Politik 

2. Kegiatan pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye 

a. Pencegahan 

Upaya Pencegahan yang di lakukan Bawaslu terhadap 

potensi dan kerawanan pada tahapan Dana Kampanye adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengirimkan surat kepada pimpinan Partai Politik 

2) Mendatangi langsung pimpinan partai politik 

3) Koordinasi dengan KPU Klaten 

4) Memetakan jumlah Dana di setiap Partai Politik 

b. Aktivitas Pengawasan: 

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan kegiatan pengawasan 

terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di KPU Kabupaten 

Klaten pada periode tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 22 

September 2018. Partai politik harus menyerahkan dokumen dana 

awal kampanye kepada KPU Kabupaten Klaten. Adapun hasil yang 

didapat oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dalam tahapan Dana 

Kampanye adalah sebagai berikut : 

- Laporan Awal Dana Kampanye 

Penyampaian LADK Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten 

Klaten diterima pada tanggal 22 September 2018, sesuai 

dalam Berita Acara Nomor: 106/BA/IX2018 Tentang Hasil 

Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada 

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 

2019 tertanggal 23 Sepetember 2018. 
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Pembukuan dan penyampaian LADK meliputi : 

a. RKDK; 

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan 

pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum 

penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan 

sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan 

kampanye yang diperoleh sebelum periode 

pembukuan LADK; 

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta 

Pemilu atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; 

dan 

e. Nomor Pokok Wajib Pajak Peserta Pemilu 

No Nama Partai Tanggal & Waktu STATUS KETERANGAN 

1 PKB 22 September 2018, 

16.30 WIB 

Perbaikan Tepat waktu dan 

sesuai 

2 GERINDRA 22 September 2018, 

10.34 WIB 

Perbaikan Tepat waktu dan 

sesuai 

3 PDIP 22 September 2018, 

16.41 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

4 GOLKAR 22 September 2018, 

10.45 WIB 

Perbaikan Tepat waktu dan 

sesuai 

5 NASDEM 22 September 2018, 

11.22 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

6 GARUDA 22 September 2018, 

11.35 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

7 BERKARYA 22 September 2018, 

14.40 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 
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8 PKS 22 September 2018, 

10.47 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

9 PERINDO 22 September 2018, 

17.35 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

10 PPP 22 September 2018, 

09.45 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

11 PSI 22 September 2018, 

13.20 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

12 PAN 22 September 2018, 

16.40 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

13 HANURA 22 September 2018, 

17.23 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

14 DEMOKRAT 22 September 2018, 

14.34 WIB 

Diterima Tepat waktu dan 

sesuai 

15 PBB 22 September 2018, 

17.00 WIB 

Perbaikan Tepat waktu dan 

sesuai 

16 PKPI Tidak menyampaikan LADK 

 

Hasil pengawasan oleh Bawaslu Bahwa PKPI tidak menyerahkan 

LADK setelah di lakukan KOnfirmasi ke Ketua PKPI kab Klaten di 

dapat fakta bahwa penyebab PKPI tidak menyerahkan LADK 

adalah Karena PKPI tidak memiliki Caleg. 

- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 

(LPSDK) 

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dan 

pencermatan secara langsung penyampaian LPSDK di 

kantor KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 2 Januari 2019. 

Adapun hasil dari pengawasan tersebut sebagai berikut : 
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TABEL LPSDK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 

DPRD KABUPATEN KLATEN 

N

o 

Nama 

Partai 

Tangga

l 

Wakt

u 

Jumlah Caleg KETERANGA

N Menyerahka

n 

Tidak 

Menyerahka

n 

1 PKB 2 

Januari 

2019 

11.30 

WIB 

44  27.000.000 

2 GERINDRA 2 

Januari 

2019 

13.00 

WIB 

48  298.805.500 

3 PDIP 2 

Januari 

2019 

16.50 

WIB 

50  172.500.000 

4 GOLKAR 2 

Januari 

2019 

15.30 

WIB 

50  73.215.400 

5 NASDEM 2 

Januari 

2019 

14.15 

WIB 

44  158.835.500 

6 GARUDA 2 

Januari 

2019 

16.13 

WIB 

5  0 

7 BERKARYA 2 

Januari 

2019 

17.00 

WIB 

 10  

8 PKS 2 

Januari 

2019 

08.30 

WIB 

50  839.829.930 

9 PERINDO 2 

Januari 

2019 

09.00 

WIB 

31  17.627.250 

10 PPP 2 

Januari 

2019 

17.55 

WIB 

25  23.500.000 
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11 PSI 2 

Januari 

2019 

08.00 

WIB 

15  43.490.000 

12 PAN 2 

Januari 

2019 

13.30 

WIB 

49  56.700.700 

13 HANURA 2 

Januari 

2019 

14.45 

WIB 

23  55.100.000 

14 DEMOKRA

T 

2 

Januari 

2019 

17.25 

WIB 

48  447.585.000 

15 PBB 2 

Januari 

2019 

14.00 

WIB 

24  19.835.000 

16 PKPI Tidak Menyerahkan 

TABEL LPSDK TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL 

PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN KLATEN 

No Nama Paslon Capres dan 

Wapres 

Tanggal Waktu Keterangan 

1 Paslon 01 Tidak Menyerahkan 

2 Paslon 02 Tidak Menyerahkan 

 

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten 

Klaten ditemukan bahwa partai Garuda tidak menyerah 

kan berkas LPSDK di hasil klarifikasi yang di lakukan 

Bawaslu karena partai Garuda belum ada kegiatan dan  

Partai Berkarya tidak menyerahkan berkas model LPSDK-4 

yang berisi tentang sumbangan dana kampanye yang telah 

diterima masing-masing Calon Anggota Legeslatif Partai 

Berkaya. Untuk tim kampanye pasangan Calon Presiden 

dan Wakil Presiden tidak menyerahkan laporan dana 

kampanye. 



51 
 

- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran  Dana Kampanye 

(LPPDK) 

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan 

secara langsung di kantor KPU Kabupaten Klaten sekaligus 

pencermatan atas berkas-berkas yang disampaikan oleh 

Partai Politik kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 

30 Maret 2019 dan 1 Mei 2019, adapun hasil dari 

pengawasan tersebut sebagai berikut: 

TABEL LPPDK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 

ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN 

No Nama Partai Tanggal & 

Waktu 

Penerimaan Pengeluaran Saldo LPPDK 

1 PKB 1 Mei 2019, 

17.40 WIB 

270.800.000 270.300.000 500.000 

2 GERINDRA 1 Mei 2019, 

17.45 WIB 

27.525.500 27.025.500 500.000 

3 PDIP 30 April 

2019, 12.46 

WIB 

808.714.500 798.714.500 10.000.000 

4 GOLKAR 1 Mei 2019, 

17.41 WIB 

1.329.038.791 1.327.038.791 3.000.000 

(pembukaan 

rekening 

1.000.000) 

5 NASDEM 1 Mei 2019, 

15.23 WIB 

788.858.290 782.398.290 6.460.000 

6 GARUDA 30 April 

2019, 18.30 

WIB 

0 0 100.000 

(pembukaan 

rekening) 

7 BERKARYA 1 Mei 2019, 

16.28 WIB 

30.000.000 30.000.000 0 

8 PKS 30 April 

2019, 21.09 

WIB 

1.800.408.110 1.799.908.110 500.000 

9 PERINDO 1 Mei 2019, 

17.42 WIB 

27.981.250 26.481.250 1.500.000 
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10 PPP 30 April 

2019, 16.00 

WIB 

155.150.000 155.150.000 0 

11 PSI Tidak Menyerahkan 

12 PAN 1 Mei 2019, 

17.30 WIB 

224.371.400 218.371.400 6.000.000 

13 HANURA Tidak Menyerahkan 

14 DEMOKRAT 1 Mei 2019, 

17.50 WIB 

451.885.000 451.835.000 50.000 

15 PBB 1 Mei 2019, 

16.26 WIB 

20.535.000 19.835.000 700.000 

16 PKPI 1 Mei 2019, 

13.24 WIB 

0 0 0 

 

Tahapan LPPDK Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan 

ada 2 (dua) Partai yang tidak menyerahkan berkas LPPDK kepada 

KPU Kabupaten Klaten yaitu PSI dan Hanura. Setelah 

menemukan partai yang tidak melaporkan, Bawaslu Kabupaten 

Klaten meminta konfirmasi secara lisan kepada pimpinan partai 

PSI dan Hanura tidak menyampaikan LPPDK. Diketahui setelah 

adanya konfirmasi dari pimpinan PSI dan Hanura, yang melatar 

belakangi kedua partai tersebut tidak menyampaikan LPPDK 

dikarenakan tidak ada Kegiatan Caleg dari kedua partai tersebut 

yang terpilih menjadi wakil anggota DPRD Kabupaten Klaten 

dank arena tidak ada Caleg yang mendapatkan suara yang 

signifikan. 

3. Hasil-Hasil Pengawasan  

a. Temuan 

Tahap Penyerahan Dana Kampanye di Kabupaten Klaten 

banyak yang tidak wajar dikarenakan jumlah saldo hanya terisi 

Rp, 0, dan 1 Partai politik tidak menyerahkan Dana Kampanye 

berikut hasil pengawasan penyerahan LPPDK Pada hari selasa 
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tanggal 30-4-2019. terdapat empat (4) Partai politik yang 

menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana 

Kampanye (LPPDK) yaitu partai: PDIP,PPP,GARUDA,dan 

PKS.dilanjutan kembali pada hari Rabu tanggal 1-mei-2019 ada 

Sepuluh (10) partai yang menyerahkan yaitu partai: PKPI, 

NASDEM, PBB, BERKARYA, PAN, PKB, GOLKAR. 

b. Rekomendasi 

Dari temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten 

mengirimkan Surat Kepada Pimpinan Partai Politik / gabungan 

Partai Politik pengusung / pendukung  pasangan Calon yang 

Menyerahkan Dana Kampanye Rp, 0 dan mendatangi secara 

lansung pimpinan Partai Politik. 

c. Tindak Lanjut Rekomendasi 

Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai 

politik/gabungan Partai politik pengusung dan pendukung 

psangan Calon mendapatkan hasil sebagai berikut : 

1) Paslon No urut 2 untuk partai Gerindra dan pendukung 

Pasangan Calon memang tidak ada suplai dana dari pusat 

setiap kegiatan atau pengadaan di tanggung oleh pusat. 

2) Untuk partai politik BERKARYA, PSI dan HANURA memang 

tidak memiliki dana sama sekali untuk pembuatan baliho 

sepanduk menggunakan dana pribadi. 

3) Dan 1 Partai politik yang tidak menyerahkan adalah Partai  

PKPI dikarenakan tidak mempunyai Bakal Calon. 

4. Dinamika Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Dana 

Kampanye 

Perlu adanya pemahaman bersama antar partai Politik dalam hal 

Laporan Dana Kampanye, kenyataan membuktikan partai politik 

menganggap sepele permasalahan ini, hal ini terbukti ketika saat 

penyerahan LPPDK ada partai politik yang hanya copy paste parpol lain, 

tanpa dilakukan control sebelumnya, oleh Bawaslu meninta KPU untuk 
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dikembalikan kepada partai politik yang mengirim untuk dilakukan 

perbaikan. 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan 

Dana Kampanye 

Pada dasarnya kesadaran partai politik peserta pemilu untuk 

menyampaikan tranparansi laporan dana kampanyenya sudah tinggi, 

namun hal yang terus perlu ditingkatkan adalak KPU Klaten haruus 

selalu memberikan fasilitasi agar partai politik tidak mengalami 

hambatan dalam penyusunan laporan dana kampanye, baik LADK, 

LPSDK, maupun LPPDK. 

G. Pelaksanaan Pengawasan  Pemungutan, Perhitungan, Dan 

Rekapitulasi Suara 

1. Pelaksana Pengawasan  

a. Kerawanan Kerawanan dan IKP 

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara 

merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan 

pemilihan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling 

rentan terjadi pelanggaran dan kecurangannya yang dapat 

berpengaruh kepada hasil pemilihan. Selain pelaksanaan tata 

laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan 

oleh pengawas pemilu, diperlukan pemetaan TPS rawan 

sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran 

dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski 

semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, 

namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan 

tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang 

lebih kuat. 

Adapun Potensi Kerawaanan dalam tahapan ini adalah 

sebagai berikut:  

1) Manipulasi data pemilih (DPT, DPK, DPTb);  
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2) Penyimpangan distribusi perlengkapan pemungutan 

dan penghitungan suara (Formulir Model C6 KPU, surat 

suara dan perlengkapan TPS lainnya);  

3) Pemberian uang atau materi lainnya, dan transaksi 

politik;  

4) Mobilisasi pemilih (intimidasi/kekerasan);  

5) Penyimpangan tata cara pemungutan dan 

penghitungan;  

6) Memilih lebih dari sekali;  

7) Penyimpangan administrasi pemungutan dan 

penghitungan (pengisian formulir model C KPU, Model 

C1 KPU dan lampirannya, Model C1 Plano KPU dll);  

8) Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/tim 

kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim 

kampanye dengan Petugas, partai/Pasangan Calon/tim 

Kampanye/aparat dengan petugas);  

9) Sabotase kotak/surat suara;  

10) Upaya penggagalan/sabotase pelaksanaan pemilihan. 

b. Perencanaan Pengawasan  

Kegiatan Perencanaan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam 

masa tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi 

Suara adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan Rapat koordinasi dengan Panwascam  

2) Mengadakan bimbingan teknis untuk Panwascam 

sehingga materi bisa di sampaikan kepada Pengawas 

Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS 

3) Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Klaten, Aparat Keamanan, Pemerintah Daerah, Peserta 

pemilu tim kampanye pasangan calon 

4) Mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif 

5) Mengadakan pemetaan TPS Rawan.   
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2. Kegiatan pengawasan  

a. Pencegahan 

Upaya Pencegahan yang di lakukan Bawaslu terhadap 

potensi dan kerawanan pada tahapan Pemungutan , 

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi TPS rawan dan aktor-aktor potensi 

pelanggaran; 

2) Koordinasi dengan KPU dan stakeholder pemilu; 

3) Sosialisasi pentingnya pengawasan terhadap tahapan 

pungut hitung serta tatacara pengawasan yang dilakukan 

oleh pengawas pemilu dan masyarakat kepada 

stakeholder dan masyarakat; 

4) Kerjasama dengan pemantau dan media serta 

masyarakat untuk partisipasi pengawasan; 

5) Menghadiri langsung pada saat pelaksanaan 

pemungutan dan penghitungan suara; 

6) Menyampaikan saran perbaikan  terhadap proses yang 

tidak sesuai prosedur dan tata cara  dan rekomendasi 

dugaan pelanggaran  yang mempengaruhi hasil 

(menghentikan dan rekomendasi  pungut-hitung ulang); 

7) Menindak pelanggaran pidana dan etika; 

8) Menerima BA dan sertifikat hasil pemungutan dan 

penghitungan suara; 

9) Mencatat, merekam dan mendokumentasikan seluruh 

kejadian dan Melaporkan hasil pengawasan.  

b. Aktivitas Pengawasan  

Kegiatan yang di lakukan Bawaslu dalam tahapan 

Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah 

sebagai berikut:  

1) Terhadap Akurasi data pemilih dan Hak Pilih  

a) Melakukan publikasi mengenai akurasi data pemilih 
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b) memastikan surat undangan (Formulir model C-6 

KPU) tidak diberikan kepada pemilih yang tidak 

memenuhi syarat; 

c) memastikan sisa undangan formulir C-6 KPU 

disimpan sesuai dengan ketentuan; 

d) KPU dan jajarannya memberikan pelayanan pemilih 

pindah TPS dilakukan sesuai prosedur; 

e) memastikan  KPU dan jajarannya agar melayani 

pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih 

Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

f) memastikan pemilih rentan (rawat inap di rumah 

sakit, di lembaga pemasyarakatan, tahanan polisi 

dan kejaksaan, pemilih perbatasan, pemilih korban 

bencana) mendapat pelayanan untuk menggunakan 

hak pilihnya sesuai ketentuan; dan 

g) KPU  dan jajaranya tidak memberi kesempatan 

kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali; 

h) mendapatkan salinan DPT dan DP tambahan yang 

digunakan untuk pemungutan dan penghitungan 

suara; 

i) memastikan jumlah pemilih  dalam DPT dan DP 

tambahan  di TPS adalah jumlah pemilih yang 

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 

terdapat dalam salinan BA acara penetapan DPT dan 

DP tambahan; 

j) pemilih dalam DPT mendapatkan surat undangan 

(formulir C-6 KPU); 

k) memastikan  pemilih hanya satu kali menggunakan 

hak pilihnya; 



58 
 

2) Terhadap  ketersediaan logistik dan perlengapakan 

pemungutan lainya Bawaslu Melakukan hal sebagai 

berikut:   

a) Memastikan TPS telah ada dilokasi TPS sebelum 

pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan; 

b) Memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara dan 

Dukungan Perlengkapan Lainnya telah diterima KPPS 

paling lama 1 (satu) hari, dalam kondisi baik dan 

tersegel; 

c) Memastikan adanya Berita Acara serah terima 

perlengkapan pemungutan suara dan dukungan 

perlengkapan lainnya; 

d) Memastikan kekurangan, kelebihan dan atau Susu 

tertukar dibuatkan berita acara. 

3) Terhadap Isu politik uang atau pemberian barang lainya 

Bawaslu melakukan tindakan sebagai berikut  

a) Melakukan Pemetaan aktor-aktor potensial yang 

akan melakukan Politik Uang dalam proses 

pemungutan dan penghitungan suara; 

b) Koordinasi dengan pasangan calon/tim kampanye 

sesuai tingkatan untuk mencegah kegiatan Politik 

Uang dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan 

penghitungan suara; 

c) Koordinasi dengan stakeholder untuk mendorong 

partisipasi dalam mencegah terjadinya Politik Uang; 

d) Menyampaikan himbauan ke masyarakat untuk 

melaporkan kepada Pengawas Pemilu apabila terjadi 

dugaan Politik Uang;  
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e) Mempublikasi tentang pengawasan Politik Uang dan 

sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek 

Politik Uang dan transaksi lainnya. 

f) Melakukan Pengawasan langsung terhadap 

kemungkinan pergerakan kegiatan Politik Uang oleh 

pasangan calon/tim kampanye atau lainya aktor-

aktor lainnya sebagamana yang telah dipetakan oleh 

Pengawas pemilihan; 

g) Menerima informasi dan/atau laporan serta segera 

menindaklanjuti dengan melaporkan kepada 

Pengawas Pemilihan di atasnya untuk tindaklanjuti 

sebagai pelanggaran. 

4) Sedangkan untuk potensi kerawanan adanya 

Keterlibatan aparat penyelenggara Negara maka Bawaslu 

melakukan kagiatan sebagai berikut:  

a) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, 

penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 

b) identifikasi kemungkinan Aparat 

Pemerintah/Pemerintah Daerah yang  akan terlibat; 

c) koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah di Daerah terkait 

dengan pelanggaran yang melibatkan Aparatur 

Negara/Pemerintah; 

d) kerjasama dengan pemantau, dan media serta 

masyarakat untuk mengawasi; dan 

e) publikasi peta TPS rawan serta ancaman pengenaan 

sanksi administrasi dan pidana serta  ketegasan sikap 

Pengawas Pemilihan. 
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5) Untuk potensi kerawanan adanya penyelenggara yang 

tidak taat terhadap kepatuhan tata cara pemungutan dan 

penghitungan suara Bawaslu melakukan tindakan 

sebagai berikut:  

a) hadir secara langsung pada rapat pelaksanaan 

pemungutan dan penghitungan suara untuk 

memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dangan 

tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang 

meliputi proses Sebelum pemungutan,  Saat 

pemungutan, Saat penghitungan suara, sampai 

Penuangan hasil penghitungan suara  ke dalam  

Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara. 

b) memastikan saksi yang hadir adalah saksi sesuai 

mandat pasangan  calon. 

c) memastikan petugas konsisten dalam menentukan 

keabsahan surat suara  sesuai ketentuan; 

d) memastikan saksi mendapatkan kesempatan untuk 

menyampikan keberatan terhadap proses yang 

berlangsung sesuai ketentuan; 

e) memastikan petugas memperbaiki kesalahan tata 

cara yang salah berdasarkan keberatan saksi 

dan/atau saran pengawas pemilihan apabila 

keberatan dapat diterima; 

f) memastikan jumlah surat suara yang diterima sama 

dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah 

surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara 

belum terpakai. 

g) memastikan jumlah surat suara yang digunakan 

sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak 

pilih; 
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h) memastikan jumlah suara sah sama dengan jumlah 

suara sah perolehan masing-masing calon; 

i) memastikan pembuatan Berita Acara dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dan sesuai dengan hasil 

penghitungan yang dicatat di formulir Plano;  

j) merekam dalam bentuk audiovisual terhadap 

formulir C1 Plano KPU dan Formulir C1 KPU dan 

lampiran yang tertuang dalam BA dan sertifikat hasil 

k) memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara disampaikan kepada saksi 

pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang 

sama;  

l) memastikan KPPS mengumumkan selama 7 hari dan 

menyampaikan hasil penghitungan suara (berita 

acara dan sertifikat hasil) kepada saksi dan pengawas 

TPS; dan 

m) mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian  

selama proses pemungutan dan penghitungan suara 

sebagai hasil pengawasan;  

3. Hasil –Hasil Pengawasan  

a. Temuan 

Tahap Pemungutan dan penghitungan suara sebagai 

salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pemilihan 

umum 2019 pada khususnya dan tahapan pemilu secara umum 

pada tapan ini Bawaslu menyampaikan kepada KPU bahwa 

teredapat kekurangan logidtik di 42 TPS dan 13 TPS tertukar 

logistiknya dengan Dapil lain di Klaten bhkan Ada Dumy alat 

sosialisasi pencoblosan ikut masuk di surat suara di kecamatan 

Jatinom, di satu TPS.  

Dengan rincian Sebagai berikut  
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Kecamatan Jumlah TPS 42 sampul surat suara Daftar Hadir Plastik Pelindung Sampel Gambar Segel Stiker C1 PLANO C7 C1 HOLOGRAM

1 KALIKOTES

2 KLATEN SELATAN 1 1

3 KLATEN UTARA 1 1

4 KLATEN TENGAH

5 WEDI 4 100

6 KEBONARUM

7 NGAWEN

8 PRAMBANAN 4 102 1

9 GANTIWARNO 1 50

10 KEMALANG

11 MANISRENGGO 3 2 1 1 1

12 KARANGNONGKO

13 JOGONALAN

14 JATINOM 6 358

15 KARANGANOM 1 110

16 TULUNG

17 POLANHARJO 2 100

18 DELANGGU

19 CEPER 1 52

20 PEDAN

21 KARANGDOWO

22 WONOSARI

23 JUWIRING 7 63

24 BAYAT 5 2 50 1 1

25 TRUCUK 3 1 228

26 CAWAS 3 3 11 10

42 5 1218 1 12 10 1 1 1 1

REKAP KEKURANGAN LOGISTIK TINGKAT KECAMATAN

Keterangan

JUMLAH

No

Kecamatan Jumlah TPS Surat Suara C1 PLANO C1 KOTAK SUARA SAMPUL

1 KALIKOTES

2 KLATEN SELATAN

3 KLATEN UTARA

4 KLATEN TENGAH 1 2

5 WEDI 1 197

6 KEBONARUM

7 NGAWEN

8 PRAMBANAN

9 GANTIWARNO 1 1

10 KEMALANG 1 80

11 MANISRENGGO

12 KARANGNONGKO

13 JOGONALAN

14 JATINOM

15 KARANGANOM

16 TULUNG

17 POLANHARJO

18 DELANGGU

19 CEPER

20 PEDAN

21 KARANGDOWO

22 WONOSARI

23 JUWIRING

24 BAYAT 7 181 3

25 TRUCUK

26 CAWAS 2 1 2

JUMLAH 13 459 3 3 1 2

REKAP LOGISTIK TERTUKAR TINGKAT KECAMATAN

No
Keterangan
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Sedangkan pada tahapan rekapitulasi terdapat 

beberapa PPK yang  melakukan kesalahan dalam menginput 

data pemilih dalam format berita acara rekapitulasi. 

 

b. Rekomendasi 

Dari temuan tersebut Bawaslu Kabupaten klaten 

memberikan rekomendasi kepada KPU klaten Untuk 

mengintruksi kan kepada PPK agar melakukan supervise ke TPS 

untuk menyelesaiakn masalah yang timbul agar tidak terjadi 

seseorang gagal memilih karena kurang nya atau tertukarnya 

surat suara karena akan rentan terjadi nya Gugatan sengketa di 

lain hari nanti. Dan juga meminta ppk untuk supervise ke tps 

aagr memberikan Arahan Ke KPPS agar dapat cermat dan 

nlebih berhati hati dalam melakukan rekapitulasi terutama 

jumlah daftar pemilih yang di tuangkan dalam form C dan C1. 

c. Tindak Lanjut Rekomendasi 

KPU telah melakukan langkah untuk menangani surat 

suara yang kurang dan Tertukar  tentu berjanji akan lebih 

berhati hati dalam proses pengepakan suarat suara dan alat 

kelangkapan pemungutan suara lainya. PPK akan lebih cermat 

dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih yang 

menggunakan hak pilihnya sehingga  tidak terjadi kesalahan  

data dan dministrasi. 

Pembekalan terhadap petugas KPPS dan PPS dan PKK 

untuk lebih di intensifkan sehingga tdiak memunculkan 

pemahaman yang berbeda beda dalam pelaksanaan  

pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi. Rekruitmen 

PPS dan KPPS untuk lebih di tingkatkan kualitasnya, jangan 

hanya memenuhi sayarat normatifnya saja, tetapi harus diikuti 

dengan kualitas sumberdaya manusia.  
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4. Dinamika dan Permasalahan  

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi 

suara, Bawaslu Kabupaten Klaten bersama KPU kabupaten Klaten 

tidak lepas dari adanya dinamika dan permasalahn selama proses 

tahapan ini, masalah itu diantara nya terkait dengan pemahaman 

regulasi dan aturan , sebagai contoh terkait data data yang di 

perlukan Bawaslu Sebagai Obyek Pengawasan terkadang 

terlambat untuk di akses, sehingga menghambat proses 

pengawasan.   

Pada tahap Pemungutan , Penghitungan dan Rekapitulasi 

Suara isu politik uang sempat muncul akan tetapi selama 

pengawasan Bawaslu Pemilihan tidak di temukan dugaan politik 

uang. Pemetaan potensi pelanggaran dan potensi TPS rawan 

sangat membantu upaya upaya pencegahan yang dilakukan oleh 

jajaran pengawas pemilihan  di Kabupaten Klaten, terutama 

dalam mengambil langkah strategis dan berkomunikasi dengan 

berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran. 

KPU Kabupaten Klaten harusnya lebih ketat dalam 

melakukan pembinaan dan peningkatan SDM Penyelenggara di 

bawahnya terutama PPS dan KPPS, sehingga terjadi kesamaan 

persepsi terkait dengan tehnis pelaksanaan pemungutan suara 

terutama dalam mengisi formulir berita acara, forum bintek dan 

rakor harus di maksimalkan oleh KPU, PPK dan jajaranya sehingga 

terdapat pemahaman yang sama. 

Kecermatan dalam pengisian formulir dan pemahaman 

tahapan mutlak di perlukan oleh penyelenggara terutama KPU 

dan jajaran hal ini agar kejadian seperti salah input atau salah 

jumlah dalam beriata acara reakpitulasi tidak terjadi lagi. 
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5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

Pentingnya penguatan lembaga guna untuk 

meningkatkankualitas SDM penyelenggara pemliu, sehingga di 

Pemilu selanjutnya penyelenggara pemilu sudah benar-benar siap 

untuk mengawal jalannya pemilhan umum yang tertib dan 

demokratis. 

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN 

1. Pelaksanaan  Pengawasan  Non Tahapan Pegawasan ASN 

a. Kerawanan –kerawanan dan IKP 

Ada beberapa hal yang menjadi objek pengawasan  

terkait kerawanan keterlibatan  Aparatur Sipil Negara dalam 

pelaksanaan kampanye antara lain: 

 Mobilisasi Perangkat Desa ataupun ASN 

 Mengadakan kegiatan yang menguntungkan salah satu 

calon dan caleg tertentu 

 Membuat kebijakan yang menguntungkan kepada salah 

satu calon tertentu 

 Menghadiri forum-forum Kampanye 

 Mengunggah foto calon dan caleg tertentu di media 

social 

 menanggapi isu politik dengan melakukan komentar di 

media social dengan menggunakan symbol anggota 

tubuh  

b. Perencanaan Pengawasan 

  Dalam  Rangka mencegah Muncul nya kerawanan-

kerawanan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten telah 

merencanakan kegiatan sosialisasi  pengawasan pemilu yang 

sasaranya adalah seluruh ASN di kabupaten klaten secara 

bertahap. 
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2. Kegiatan  Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN 

a. Pencegahan 

Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengagendakan kegiatan 

yang sasarannya adalah ASN di wilayah Kabupaten Klaten 

antara Lain: 

 Pada tanggal  17-Januari-2018 Bawaslu kabupaten klaten 

mengadakan kegiatan  rapat koordinasi pengawasan  

dengan sasaran kepala desa /kelurahan se kabupaten 

klaten yang berjumlah 401 orang  kepala  desa dengan 

judul kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Bagi Kepala 

Desa/Kelurahan” tujuan di adakan kegiatan tersebut 

adalah agar kepala desa/lurah megetahui pentingnya 

sebuah netralitas dalam setiap tahapan pemilu sehingga 

diharapkan terwujud pemilu yang berkwalitas dalam 

bermartabat; 

 Pada tanggal 8-oktober-2018 Bawaslu kabupaten klaten 

mengadakan kegiatan  sosialisasi dengan judul kegiatan “ 

Sosialisasi Pengawasan Kepada Perangkat 

Kecamatan”dengan jumlah peserta 78 orang yaitu camat 

se-kabupaten klaten,kapolsek se-kabupaten klaten dan 

kasi trantip se-kabupaten klaten. Tujuan diadakannya 

kegiatan tersebut adalah untuk membentuk kesamaan 

persepsi dalam menjaga netralitas Camat,Kapolsek,dan 

Kasi trantip,agar tidak memihak pada salah satu peserta 

partai politik maupun paslon capres dan cawapres. 

 Pada tanggal 14-Deember-2018  Bawaslu kabupaten 

klaten mengadakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan 

Stakholder yang berjudul “Sosialisasi Pengawasan  Dengan 

Stakholder dan Masyarakat” dengan jumlah 50 orang yang 

terdiri dari KASITRANTIP,PARPOL.tujuan di adakannya 
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kegiatan tersebut adalah untuk faham nya pemilih 

mengenai netralitas ASN agar pemilu terlaksana sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan meminimalisir 

pelanggaran ASN dalam keterlibatan  money politik. 

b. Aktivitas Pengawasan 

Selain melakukan sosialisasi terhadap ASN Bawslu 

kabupaten KLaten dengan Jajaran Panwascam Se-Kabupaten 

Klaten juga melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan 

terhadap  aktivitas ASN saat berada di tengah-tengah 

masyarakat. 

3. Hasil-Hasil Pengawasan 

a. Temuan 

Terhadap Netralitas ASN dalam penyelenggara pemilu 

Bawaslu kabupaten Klaten menemukan adanya dugaan 

Pelanggaran Netralitas yang di lakukan ASN di kabupaten 

Klaten .temuan tersebut di temukan oleh Bawaslu kabupaten 

Klaten berikut daftar Nama yang melakukan pelanggaran: 

No. Nama Terlapor Asal Instansi NIP Terlapor 

1 Sugimin 
Staf Kecamatan 

Cawas 
19631110 198811 1 001 

2 
Rizqan Iryawan, A.P, M.Si Staf Kominfo 

kabupaten Klaten 
19741117 199412 1 001 

3 

Rina Nogroho Wahyuning 

Dewi, A.P, M.H. 

Kasubag Umum 

Pemda Kabupaten 

Klaten 19751026 199412 2 002 

4 Hj. Lilis Yuliati, S.H, M.M Camat Gantiwarno 19650701 199203 2 006 

 

b. Rekomendasi 

Terhadap temuan tersebut Bawaslu kabupaten Klaten 

selanjutnya melakukan rapat pleno untuk pandangan atas 
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temuan pelanggaran ASN di kabupaten Klaten  dari hasil 

pleno disepakati bahwa empat orang yang ASN yang 

melakukan pelanggaran akan di tindaklanjuti dan selanjutnya 

diatur jadwal  klarifikasi terkait permasalahan 

tersebut.klarifikasi di lakukan dengan menghadirkan saksi 

dan terlapor. 

 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

Terkait pelaksanaan klarifikasi yang diagendakan 

dapat dilaksanakan dengan baik ,seluruh saksi dan terlapor 

yang di undng dengan aktif berkenan hadir dalam proses 

klarifikasi.Setelah pelaksanaan klarifikasi selesai  langsung 

dilakukan pembahasan bersama sentra Gakkumdu 

kabupaten Klaten  yang hasilnya terlapor di nyatakan 

melanggar ketentuan administrasi yang akhirnya di 

rekomendasikan kepada KASN di Jakarta. 

4. Dinamika dan Permasalahan  

Rendahnya pemahaman berpolitik yang di miliki oleh ASN 

menjadi permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian 

serius, mereka masih beranggapan ketika menjadi ASN adalah 

bebas untuk melakukan apapun. Kendala yang di hadapi di 

lapangan oleh jajaran panwaslu kecamatan terkadang ASN ini 

banyak melakukan intervensi terhadap kerja-kerja panwaslu 

Kecamatan bahkan tidak sedikit yang merasa rishi terhadap 

jajaran panwaslu kecamatan ketika sedang melakukan tugas 

pengawasan. 

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 

Perlu terus digiatkannya sosialisasi tentang bagaimana 

posisi ASN dalam dinamika politik, sehingga mereka mengetahui 
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apa yang sebenarnya harus di lakukan dalam posisinya sebagai 

Aparatur Sipil Negara di tengah-tengah masyarakat. 

I. Pelaksanaan  Non Tahapan Pengawasan Politik Uang  

1. Pelaksanaan Pengawasan  

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 

 Adanya Pemberian  bantuan yang terselubung kepada 

Masyarakat; 

 Pemberian bantuan sembako yang berlabel calon dan 

caleg tertentu; 

 Pemberian bantuan transport kampanye yang melebihi 

ketentuan; 

 Penggunaan Fasilitas Dana Pemerintah bagi Petahana; 

 Penggunaan Fasilitas Dana Pemerintah Bagi Caleg 

Incumbent 

b. Perencanaan Pengawasan 

Bawaslu kabupaten Klaten dalam rangka mencegah 

maraknya praktek politik uang dalam penyelenggaraan 

pemilu 2019 mengadakan kegiatan untuk  melakukan 

kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat hingga 

ditingkatan  yang  terendah yaitu RT dan RW.kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang pemilu yang bersih,serta apa yang 

menjadi tugas masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tahun 

2019. 

2. Kegiatan Pengawasan 

a. Pencegahan 

Dalam rangka mencegah pelanggaran politik uang, 

Bawaslu menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan 

Sosialisasi Pengawasan Pemilu sebagai berikut: 
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 Minggu, 10 Februari 2019 kegiatan “Longmarch Sosialisasi 

Pengawasan Pemilu Serentak 2019” sasaran kegiatan 

warga kabupaten klaten yang sedang CarFreeday di jalan 

Pemuda Klaten.Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini di 

harapkan dapat tersampaikannya kepada mayarakat 

melalui Longmarch yang di selenggarakan oleh Bawaslu 

kabupaten Klaten dan jajaran Panwaslu Kecamatan dalam 

orasi di sampaikan pesan pengawasan pemilu dan 

partisipatif Pengawasan. 

 Sabtu malam Minggu 16 Februari 2019 Kegiatan “Obrolan 

Sentilun jelang Pilpres dan Pileg 2019”di platara gedung 

RSPD Klaten. Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini 

diharapkan kelompaok masyarakat dari lingkungan yang 

berjualan di sekeliling gedung RSPD dapat mengerti 

tentang tata cara pengawasan dalam pemilu baik 

aturan,batas dan larangan. 

 Rabu,27 Februari 2019 kegiatan ”Sosialisasi pengawasan 

Pemilu tahun 2019 kepda Kelompok sasaran kristiani ”di 

Gedung Wisma Widya Sana kecamatan Klaten 

Tengah.Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini diharapkan 

kelompok masyarakat dari latar belakang agama Nasrani 

akan mengetahui dan mengerti tentang tata cara 

pengawasan dalam pemilu baik aturan batasan dan 

larangannya 

 Kamis,28 maret 2019 Kegiatan “Gelar Deklarasi 

Pengawasan Pemilu Partisipatif Generasi Milenia ”di 

Merapi resto klaten selatan.Tujuan di selenggarakan 

Deklarasi Pengawasan pemilu generasi milenia ini untuk 

mengenalkan kepada pemilih pemula yang tahun 2019 

sudah menentukan hakpilihnya serta memberi wawasan 
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tentang pentingnya Bawaslu,jika ada pelanggaran yang di 

lakukan oleh pasangan calon pilpres maupun pileg dapat di 

laporkan ke Bawaslu Kabupaten klaten  

 Sabtu,30 maret 2019 Kegiatan “ Sosialisasi Pengawasan 

Pemilu berbasis Gelar Budaya Srontol Gaya Baru” Di alun-

alun kabupaten klaten. Tujuan diselenggarakan sosialisasi 

ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap 

pengawasan pemilihan umum dan warga masyarakat 

kabupaten katen diharapkan berperan aktif dalam 

menolak politik uang. 

 

b. Aktivitas Pengawasan 

Bawaslu Kabupaten klaten beserta jajaran  Panwaslu 

Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Menyusun langkah-langkah 

strategis untuk mencegah marak nya praktik politik uang 

selain gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan 

seluruh aktivitas kegiatan  kampanye dan kegiatan –kegiatan 

lain  yang dilaksanakan oleh Tim dan Caleg tertentu yang 

memungkinkan akan adanya praktik kegiatan politik 

uang.Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terdapat 1 

laporan dari warga yang bernama Junaidi melapor ke 

panwaskecamatan Tulung,dan di limpahkan ke Bawaslu 

Kabupaten klaten dalam proses klarifikasi  
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15-
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PDIP 

No. 4; 

(4)DPR

D 2 

Kab. 

Klaten 

Joko 

Siswant

o Partai 

PDIP 

No. 5 

 

  

3. Hasil-Hasil Pengawasan 

a. Temuan 

Berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh 

Bawaslu dan jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten 

Klaten di temukan 1 kegiatan yang di selenggaran oleh caleg  

yang terindikasi ada praktik politik uang yaitu terjadi nya 

dugaan money politik di desa pomah RT 03 RT 02 yang di 

lakukan oleh Bapak.Yahudi yang adalah sebagai anggota KPPS 

dengan membagikan uang sejumlah Tujuh Puluh Ribu Rupiah 

kepada BP.Jikir yang didalamnya terdapat secarik kertas yang 

bertulisan (1) Calon Presiden Jokowi-Makruf; (2) DPRI Pusat 

Endang Srikarti Partai Golkar; (3) DPRD Prov jawa Tengah 

Sumarji Partai PDIP No.4; (4) DPRD 2 Kab Klaten Joko Siswanto 

Partai PDIP No.5 

 

b. Penangan Pelanggaran 
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Terhadap temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan 

oleh jajaran Bawaslu kabupaten Klaten langsung disikapi 

dengan melakukan pembahasan awal terhadap temuan-

temuan tersebut ,dan di sepakati dalam forum pleno untuk di 

tindaklanjuti  dengan melakukan inventigasi  awal dan 

kemudian di lakukan klarifikasi terhadap saksi dan pelapor. 

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

Bawaslu Kabupaten klaten dengan jajaran Tim  Sentra 

Gakkumdu Klaten menyepakati untuk di klarifikasi dan 

memanggil saksi dan pelapor serta nama yang ada di secarik 

kertas,setelah dilakukan Klarifikasi selama 3 hari di kantor 

Bawaslu Kabupaten klaten,setelah selesai klarifikasi  

kemudian di bahas di forum Gakkumdu dalam forum ini di 

ambil kesimpulan untuk temuan yang di kecamatan Tulung 

tidak bisa di tindaklanjuti ke penyidikan di karenakan minim 

saksi dan alat Bukti. 

4. Dinamika dan Permasalahan 

Kesadaran yang dipunyai oleh Tim pasangan calon pilpres 

dan pileg dalam hal berpolitik masih ada kecendrungan bahwa 

dengan uang semua akan bisa tercapai,sama sekali tidak ada 

pemikiran bagaimana caranya agar apa yang diinginkan bisa 

tercapai tanpa banyak pengeluarkan biyaya,sehingga dengan 

berbagai metode dan bentuk yang bermacam-macam mereka 

tetap melakukan praktik politik uang secara terselubung. 

5. Evaluasi Pelaksanaan pengawasan 

Perlu adanya Pendidikan demokrasi yang kongkrit bagi para 

calon anggota legislative dalam rangka mewujudkan tatacara 

berdemokrasi yang benar-benar bermartabat ,terhindar dari  

segala bentuk-bentuk praktik poltik uang ,sehingga apabila hal ini 
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dapat terwujud cita-cita untuk mewujutkan pemilu yang 

berintegritas dapat benar-benar menjadi kenyataan di Indonesia 

tercinta ini. 

J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA 

1. Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi 

SARA 

Politisisasi Sara adalah merupakan permasalahan yang 

sangat berbahaya dan dapat memecah persatuan dan kesatuan 

masyarakat yang saat ini dalam kondisi kondusif .Oleh karena itu 

kepada seluruh pasangan calon dan caleg dilarang,dalam 

melaksanakan kampanye memunculkan hal-hal yang berakibat 

munculnya isu sara di tengah-tengah masyarakat. 

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP 

kerawanan-kerawanan dalam Politisasi SARA 

 Mengakibatkan terjadinya konflik social 

 Mengakibatkan terjadinya Perpecahan masyarakat 

 Mengakibatkan terjadinya perpecahan persatuan 

b. Perencanaan Pengawasan 

Dalam rangka menjaga kondisi yang kondusif ditengah-

tengah masyarakat Bawaslu Kabupaten Klaten bekerjasama 

dengan pihak-pihak terkait untuk senantiasa mengarahkan dan 

memberikan pendidikan etika untuk senantiasa mengarahkan 

dan memberikan pendidikan etika berpolitik kepada Tim 

pengusung pasangan calon,partai politik maupun para calon 

anggota legeslativ yang akan berkompetisi pada pemilu tahun 

2019,sehingga dalam melaksanakan kampanye tidak terdapat 

adanya black campaign,dan hal-hal yang dapat memunculkan 

timbulnya perpecahan masyarakat 
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2. Kegiatan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA 

a. Pencegahan 

Dalam rangaka melakukan pencegahan terhadap 

munculnya politisasi sara di tengah-tengah 

masyarakat,Bawaslu Kabupaten Klaten menggandeng 

berbagai unsur dalam sosialisasi pengawasan pemilu melalui 

farum ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui apa 

yang menjadi apa yang dilarang dalam kampanye dan 

bagaimana cara mengantisipasi beberapa kegiatan yang di 

gelar oleh Bawaslu kabupaten klaten; 

 Tanggal 10 februari 2019 dengan sasaran pengurus 

pedagagang dan wartawan Se-kabupaten klaten 

 Tanggal 27 Februari 2019 dengan sasaran jamaat umat 

kristiani di klaten tengah kabupaten klaten 

 Tanggal 28 maret 2019 dengan sasaran mahasiswa BEM 

dan OSIS yang terdapat di kabupaten klaten 

 Tanggal 30 Maret 2019 dengan sasaran gabungan ormas 

se kabupaten klaten 

b. Aktivatas Pengawasan 

Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran panwaslu 

Kecamatan Se-Kabupaten klaten menyusun langkah-langkah 

strategis untuk mencegah maraknya Praktik Politisasi sara 

selain gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan terus 

seluruh aktivitas kegiatan  kampanye dan kegiatan-kegiatan 

lain yang dilaksanakan oleh Tim dan Caleg tertentu yang 

memungkinkan akan adanya praktik kegiatan politisasi sara. 

3. Hasil-Hasil Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi 

SARA 

a. Temuan 
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Dalam Penyelenggaraan tahapan kampanye untuk di  

wilayah Kabupaten Klaten tidak di temukan adanya 

kampanye yang mengarah pada munculnya praktik politisasi 

sara yang dilakukan oleh Tim Pemenangan maupun calon 

anggota legeslatif. 

b. Penanganan pelanggaran 

Tidak ada rekomendasi yang di keluarkan  oleh Bawaslu 

Kabupaten Klaten  

c. Tindaklanjut Rekomendasi 

Terkait dengan  tidak adanya rekomendasi yang di 

keluarkan Bawalu kabupaten Klaten,menunjukan 

kedewasaan berpolitik yang dipunyai partai peserta pemilu 

sudah tinggi. 

4. Dinamika dan Permasalahan 

Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang berpolitik 

sehigga hal ini bisa mengakibatkan munculnya isu-isu ditengah-

tengah masyarakat tidak bisa di antisipasi ,sehingga dalam rangka 

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,sosialisasi dan 

bentuk kegiatan  lain nya sangatlah penting untuk di tingkatkan 

oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu. 

5. Evaluasi Pelaksana Pengawasan 

Kesadaran Poitik masyarakat harus terus digalakan,hal ini 

dapat menumbuhkan kembali tentang pengertian demokrasi di 

tengah-tengah masyarakat yang saat ini dalam kondisi 

menurun,kedaulatan rakyat harus di kembalikan kepada rakyat 

dan rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menjaga ruh 

demokrasi di Indonesia tercinta ini  
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun  2019 di 

kabupaten Klaten , secara umum berjalan dengan lancar. Hal itu 

terlihat dari terpeliharanya tertib sosial dalam penyelenggaraan 

pemilihan. Proses Penyelenggraan yang relatif aman dan tidak ada 

gejolak /pertentangan diantara pendukung terlebih pertentangan 
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dalam masyarakat luas. Proses Penyelenggaraan Pemilihan umum 

2019 di Kabupaten Klaten pada Akhirnya Melahirkan partisipasi 

pemilih yang cukup dengan jumlah partisipasi 80 persen dari jumlah 

pemilih di kabupaten Klaten. 

Bawaslu Kabupaten Klaten , dalam proses peyelenggaraan 

Pemilihan umum 2019 melakukan proses pengawasan berdasarkan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum,Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peraturan Kpu 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke keempat atas 

peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan 

PKPUmum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang 

pemungutan dan perhitungan suara dalamPemilihan Umum, dan 

PKPU Nomer 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum, juga 

melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan 

kualitas jajaran Badan pengawas di bawahnya( Panwascam, PPD, Dan 

Pengawas TPS), selain itu juga mengadakan kegiatan Pengawasan 

Partisipatif  yang  melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, 

Mahasiswa, Organisasi Masa, Organisasi Profesi, dan Media Masa. 

Selanjutnya dalam proses pengawasan , Bawaslu Kabupaten 

Klaten melaksanakan Pengawasan dalam setiap tahapan, mulai dari 

tahapan penyusunan daftar pemilih  , kampanye, Masa tenang, 

Pengaadaan dan distribusi perlengkapan  pemilihan , pemungutan 

dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara. 

Dari uraian diatas , dapat di simpulkan bahwa penyelenggaraan 

pengawasan Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten dapat 

dilakukan secara efektif dan maksimal.       
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B. REKOMENDASI 

Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan dan penindakan yang 

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten  pada pelaksanaan 

Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten 

Klaten  merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap. Bawaslu kabupaten 

Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten dalam penetapan 

Daftar Pemilih lebih cermat dan lebih rapi lagi dengan 

melakukan bintek kepada PPDP lebih baik lagi sehingga daftar 

pemilih menjadi  sempurna lagi sehingga DPTb.1 dan 2 bisa di 

minimalkan. 

2. Pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten 

merekomendasikan Kepada KPU Klaten, agar KPU Klaten mampu 

berkoordinasi dalam penertiban APK dan bahan kampanye. KPU 

Klaten supaya berkoordinasi dengan jajaran yang berada di 

bawahnya untuk bekerjasama lebih baik bersama Panwascam 

Kecamatan dan stake holder lainya. Bawaslu Kabupaten Klaten 

juga merekomendasikan agar KPU kabupaten Kabupaten Klaten 

memiliki tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilihan 

dalam penertiban alat peraga kampanye. Perlu turun 

kelapangan dan tidak hanya menurunkan pegawai secretariat 

untuk mengambil foto untuk kepentingan membuat SPJ. 

3. Pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik ini  Bawaslu 

Kabupaten Klaten  memberikan rekomendasi kepada KPU 

Kabupaten Klaten agar lebih teliti dalam distribusi logistik 

sehingga dapat meminimalisir kekurangan surat suara di TPS 

seperti kekurangan surat suara di TPS Yang ada di Kabupaten 

Klaten. Bawaslu Kabupaten Klaten  juga merekomendasikan agar 

KPU Kabupaten Klaten  tidak sekedar memberikan 
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tanggungjawab distribusi logistik kepada pegawai sekrertariat. 

Selain menguasai teknis pekerjaan anggota KPU  Kabupaten 

Klaten  harus cakap di lapangan sehingga jika terjadi masalah 

bisa cepat paham, cepat mengambil langkah yang di ambil tidak 

salah. 

4. Pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, Bawaslu 

Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi agar KPU 

kabupaten Klaten  mampu mencari KPPS yang berkualitas. 

Bawaslu Kabupaten Klaten masih banyak menemukan seleksi 

penerimaan KPPS tidak di dasarkan pada kapasitas dan 

kemampuan tetapi hanya dilihan soal ketokohannya di desa. 

Harus ada persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh calon 

anggota KPPS seperti ijasah dan pengalaman. Bawaslu 

Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi agar KPU 

Kabupaten Klaten dan jajaran di bawahnya terus belajar 

memahami peraturan perundang-undangan mengei pemilihan. 

Sehingga mampu memahami kewajibanya ketika Bawaslu 

membuat rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara 

ulang. 

5. Pembatasan model kampanye dan penyediaan alat peraga oleh 

KPU tentu ikut memengaruhi ketersebarluasan informasi dan 

antusiasme pemilih. Dari sisi peserta tampaknya juga memiliki 

pengaruh kuat. Adanya pasangan calon yang superior, atau 

semua pasangan calon tidak di kenal atau setidaknya dinilai 

sama saja oleh masyarakat. Karena itu, untuk meningkatkan 

partisipasi menjadi tugas, baik penyelenggara maupun partai 

politik sebagai pengusung dan pendukung pasangan calon. KPU 

perlu melakukan upaya-upaya yang kreatif untuk menarik 

perhatian dan antusiasme masyarakat menggunakan hak pilih. 
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Partai politik di tuntut untuk dapat mengajukan pasangan calon 

yang berkualitas dan memiliki akar kuat di dalam masyarakat. 

6. Politik uang. Kekhawatiran terbesar dari pemilihan umum 2019 

adalah maraknya politik uang karena dampaknya yang sangat 

besar terhadap kuwalitas demokrasi dan keterpilihan pasangan 

calon. Kita bersyukur bahwa isu politik uang tidak mendominasi 

Pemilihan Umum 2019 serentak tahun lalu(walaupun di tengarai 

masih ada politik uang, tapi dilakukan secara lebih rapi dan 

sistematis). Sekecil apapun politik uang tetap harus diawasi 

karena tidak saja mencederai demokrasi local, tetapi juga dapat 

menyandera penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca 

Pemilihan Umum 2019. Pengaturan dan penegakan hukum 

untuk meminimalisasi politik uang harus di tingkatkan pada pileg 

pilpres mendatang. 

7. Pengaturan yang lebih detail dan tegas diperlukan, terutama 

untuk pembatasan dan pelaporan dana kampanye pasangan 

calon.hal tersebut tentu harus diikuti dengan upaya pengawasan 

dan penegakan hukum, baik oleh penyelenggara maupun 

apparat penegak hukum. 

8. Penegakan hukum harus hadir sejak tahapan awal tahapan 

Pemilihan Umum 2019. Aturan main harus jelas, tegas, 

mengikat. Termasuk sanksi/penalty bagi para pelanggar. 

9. Jajaran KPU di daerah (PPK/PPS/KPPS) harus netral secara 

politik, professional, dan tidak partisan. Jajaran Bawaslu di 

daerah harus Proaktif, tak hanya menunggu laporan. Banyaknya 

penyimpangan oleh peserta Pemilihan Umum 2019 tak 

semestinya terulang kembali. KPU dan Bawaslu harus siap, baik 

secara administrative, substantive maupun anggaran. 

10. Sosialisasi Pemilihan Umum 2019 harus massif, efektif, dan 

substantive karena ini bagian integral pencerahan dan 
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pendidikan politik warga local. Media masa cetak dan elektronik 

serta mediasosial  harus ikut mendorong sosialisasi Pemilihan 

Umum 2019 dan konsolidasi demokrasi local, ikut menyuarakan 

dan mencegah praktik buruk. Semakin tinggi tingkat edukasi 

masyarakat, akan semakin rasional mereka memilih calon kepala 

daerah. Praktik vote buying yang muncul dalam Pemilihan 

Umum 2019 harus di kurangi agar Pemilihan Umum 2019 tidak 

beralih dari rakyat ke elite. 

11. Keberhasilan Pemilihan Umum 2019 serentak sangat di tentukan 

oleh persiapan matang stakeholder terkait Pemilihan Umum 

2019. Mereka harus menunjukan perilaku yang dewasa, 

bersinergi, dan koordinatif. Stakeholder harus selalu menimbang 

dampak positif dan negative perilakunya. 
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LAMPIRAN 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  

TAHUN 2019 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN   

 a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran 

Pemilu 

17 Agustus 2017 31 Maret 2019 

 b. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program 

dan kegiatan 

17 Agustus 2017 31 Maret 2019 

 c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan 17 Agustus 2017 31 Agustus 2018 

 d. Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana 17 Agustus 2017 31 Maret 2019 

     

2. PENYUSUNAN PERATURAN KPU 1 Agustus 2017 31 Maret 2019 

     

3. SOSIALISASI 17 Agustus 2017 14 April 2019 

     

4. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU   

 a. Permintaan dan penerimaan Data Agregat 

Kependudukan per Kecamatan (DAK2) 

3 September 2017 16 September 2017 

 b. Pengumuman pendaftaran 1 Oktober 2017 3 Oktober 2017 

     

   TAHAPAN REGULAR HASIL PUTUSAN BAWASLU HASIL PUTUSAN BAWASLU HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
   AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR 
           

 c. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta 

penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan: 

        

  1) Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat 

pendaftaran oleh Partai Politik kepada KPU 

3 Oktober 2017 16 Oktober 2017 20 November 2017 20 November 2017     

  2) Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai 

Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 

3 Oktober 2017 16 Oktober 2017 20 November 2017 22 November 2017     

 d. Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

17 Oktober 2017 15 November 2017 21 November 2017 30 November 2017     

 e. Penyampaian hasil penelitian administrasi 16 November 2017 17 November 2017 30 November 2017 1 Desember 2017     

 f. Perbaikan administrasi oleh Partai Politik 18 November 2017 1 Desember 2017 2 Desember 2017 15 Desember 2017 27 Desember 2017 28 Desember 2017   

 g. Penelitian administrasi hasil perbaikan 2 Desember 2017 11 Desember 2017 16 Desember 2017 22 Desember 2017 28 Desember 2017 29 Desember 2017   



 
 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

 h. Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:         

  1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

12 Desember 2017 15 Desember 2017 23 Desember 2017 24 Desember 2017     

  2) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat 12 Desember 2017 14 Desember 2017 23 Desember 2017 24 Desember 2017     

 h1. Penyiapan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta 

Pemilu dan penyampaian kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU 

      23 Januari 2018 27 Januari 2018 

 i. Verifikasi di tingkat KPU:         

  1) Verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik tingkat 

pusat 

15 Desember 2017 21 Desember 2017 25 Desember 2017 27 Desember 2017 30 Desember 2017 1 Januari 2018 28 Januari 2018 30 Januari 2018 

  2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik 

oleh KPU kepada DPP Partai Politik 

22 Desember 2017 23 Desember 2017 28 Desember 2017 29 Desember 2017 2 Januari 2018 2 Januari 2018 31 Januari 2018 31 Januari 2018 

  3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPP Partai 

Politik 

24 Desember 2017 28 Desember 2017 30 Desember 2017 2 Januari 2018 3 Januari 2018 4 Januari 2018 1 Februari 2018 2 Februari 2018 

  4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU 29 Desember 2017 31 Desember 2017 3 Januari 2018 4 Januari 2018 5 Januari 2018 5 Januari 2018 3 Februari 2018 3 Februari 2018 

  5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU 1 Januari 2018 3 Januari 2018 5 Januari 2018 6 Januari 2018 6 Januari 2018 6 Januari 2018 4 Februari 2018 5 Februari 2018 

 j. Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:         

  1) Verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU 

Provinsi/KIP Aceh 

15 Desember 2017 21 Desember 2017 25 Desember 2017 27 Desember 2017 30 Desember 2017 1 Januari 2018 28 Januari 2018 30 Januari 2018 

  2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPW/DPD 

Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada 

DPW/DPD Partai Politik 

22 Desember 2017 23 Desember 2017 28 Desember 2017 29 Desember 2017 2 Januari 2018 2 Januari 2018 31 Januari 2018 31 Januari 2018 

  3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh 

DPW/DPC Partai Politik 

24 Desember 2017 28 Desember 2017 30 Desember 2017 2 Januari 2018 3 Januari 2018 4 Januari 2018 1 Februari 2018 2 Februari 2018 

  4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 29 Desember 2017 31 Desember 2017 3 Januari 2018 4 Januari 2018 5 Januari 2018 5 Januari 2018 3 Februari 2018 3 Februari 2018 

  5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU 

Provinsi/KIP Aceh 

1 Januari 2018 3 Januari 2018 5 Januari 2018 6 Januari 2018 6 Januari 2018 6 Januari 2018 4 Februari 2018 5 Februari 2018 

 k. Verifikasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:         

  1) Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik 

oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 

15 Desember 2017 4 Januari 2018 25 Desember 2017 7 Januari 2018 30 Desember 2017 12 Januari 2018 30 Januari 2018 1 Februari 2018 

  2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan dan 

keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik 

4 Januari 2018 6 Januari 2018 7 Januari 2018 8 Januari 2018 12 Januari 2018 12 Januari 2018 2 Februari 2018 2 Februari 2018 

  3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPC Partai 

Politik 

7 Januari 2018 20 Januari 2018 9 Januari 2018 22 Januari 2018 13 Januari 2018 26 Januari 2018 3 Februari 2018 5 Februari 2018 

  4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

6 Februari 2018 6 Februari 2018 

  5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota 

7 Februari 2018 8 Februari 2018 



 
 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

 l. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon Partai 

Politik peserta Pemilu 

  

  1) Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP 

Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh 

9 Februari 2018 10 Februari 2018 

  2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP 

Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh 

11 Februari 2018 12 Februari 2018 

  3) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU 13 Februari 2018 14 Februari 2018 

  4) Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual 

Partai Politik calon peserta Pemilu 

15 Februari 2018 17 Februari 2018 

 m. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 17 Februari 2018 17 Februari 2018 

 n. Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik 18 Februari 2018 18 Februari 2018 

 o. Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu 18 Februari 2018 20 Februari 2018 

     

5. PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN Partai Politik 

PESERTA PEMILU 

  

 a. Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) 

19 Februari 2018 21 Februari 2018 

 b. Perbaikan permohonan sengketa 21 Februari 2018 23 Februari 2018 

 c. Penyelesaian sengketa dan putusan 23 Februari 2018 6 Maret 2018 

 d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara 7 Maret 2018 13 Maret 2018 

 e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan 13 Maret 2018 15 Maret 2018 

 f. KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN 13 April 2018 17 April 2018 

    

6. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA   

 a. Putaran Pertama   

  1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia 

Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara 

(PPS) 

16 Januari 2018 8 Maret 2018 

   a) Masa kerja PPK dan PPS 9 Maret 2018 16 Juni 2019 

   b) Masa kerja PPLN 9 Maret 2018 16 Juni 2019 

  2) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS) 

28 Februari 2019 27 Maret 2019 

   a) Masa kerja KPPS 10 April 2019 9 Mei 2019 

  2a) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara Luar Negeri (KPPS LN) 

15 Februari 2019 28 Februari 2019 

   a) Masa kerja KPPS LN (TPSLN dan KSK) 1 April 2019 30 April 2019 

   b) Masa kerja KPPS LN Pos 1 Maret 2019 30 April 2019 

  3) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 

(Pantarlih)/Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data 

Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) 

11 Maret 2018 10 April 2018 

   a) Masa kerja Pantarlih 17 April 2018 16 Mei 2018 

   b) Masa kerja Pantarlih LN 17 April 2018 16 Mei 2018 



 
 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

 b. Putaran Kedua   

  1) Masa kerja PPK, PPLN dan PPS dihapus 

  2) Masa kerja KPPS/KPPSLN dihapus 

    

7. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR 

PEMILIH 

  

 a. Penyerahan:   

  1) Data Kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih dari 

Kementerian Dalam Negeri (WNI) kepada KPU 

17 Desember 2017 17 Desember 2017 

  2) Data WNI bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan 

daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada 

KPU 

17 Desember 2017 17 Desember 2017 

 b. Sinkronisasi data kependudukan dan data Warga 

Negara Indonesia di luar negeri 

18 Desember 2017 17 Februari 2018 

 c. Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir 

dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU 

18 Februari 2018 24 Maret 2018 

 d. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh 

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

25 Maret 2018 16 April 2018 

 e. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan 

penelitian) 

17 April 2018 17 Mei 2018 

 f. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil 

Pemutakhiran oleh PPS 

18 Mei 2018 8 Juni 2018 

 g. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil 

Pemutakhiran oleh PPK 

9 Juni 2018 14 Juni 2018 

 h. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan 

DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 

15 Juni 2018 17 Juni 2018 

 i. Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh 18 Juni 2018 20 Juni 2018 

 j. Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di KPU 

Provinsi/KIP Aceh kepada KPU 

21 Juni 2018 23 Juni 2018 

 k. Rekapitulasi DPS di KPU 23 Juni 2018 25 Juni 2018 

 l. Pengumuman DPS 18 Juni 2018 1 Juli 2018 

 m. Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat kecamatan 

oleh PPS 

18 Juni 2018 1 Juli 2018 

 n. Masukan dan tanggapan masyarakat 18 Juni 2018 8 Juli 2018 

 o. Perbaikan DPS 8 Juli 2018 21 Juli 2018 

 p. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 

(DPSHP) 

22 Juli 2018 22 Juli 2018 

 q. Perbaikan DPSHP 30 Juli 2018 12 Agustus 2018 

  1) Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada 

KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK 

2 Agustus 2018 15 Agustus 2018 

  2) Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

15 Agustus 2018 21 Agustus 2018 

  3) Sinkronisasi DPSHP Akhir dengan Sidalih 15 Agustus 2018 21 Agustus 2018 

  4) Rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

15 Agustus 2018 28 Agustus 2018 

  5) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS 

22 Agustus 2018 31 Agustus 2018 



 
 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

  6) Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta 

Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan 

22 Agustus 2018 31 Agustus 2018 

 r. Pengumuman DPT 28 Agustus 2018 17 April 2019 

 s. Rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh 29 Agustus 2018 31 Agustus 2018 

 t. Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU 

Provinsi/KIP Aceh kepada KPU 

1 September 2018 3 September 2018 

 u. Rekapitulasi di KPU 4 September 2018 6 September 2018 

 v. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus 16 Desember 2018 17 April 2019 

  1) Penyusunan DPK-1 oleh PPS, PPK, KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

dihapus 

  2) Rekapitulasi DPK-1 oleh KPU dihapus 

  3) Penyusunan DPK-2 oleh PPS, PPK, KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

dihapus 

  4) Rekapitulasi DPK-2 oleh KPU dihapus 

  5) Penyusunan DPK-3 oleh PPS, PPK, KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

dihapus 

  6) Rekapitulasi DPK-3 oleh KPU dihapus 

 w. Daftar Pemilih Tambahan Tahap Pertama 16 Desember 2018 17 Februari 2019 

  1) Penyusunan DPTb oleh PPS 16 Desember 2018 15 Februari 2019 

  2) Rekapitulasi DPTb oleh PPK 15 Februari 2019 17 Februari 2019 

  3) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

16 Februari 2019 18 Februari 2019 

  4) Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh 18 Februari 2019 19 Februari 2019 

  5) Rekapitulasi DPTb di KPU 19 Februari 2019 20 Februari 2019 

 w1. Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua 18 Februari 2019 17 Maret 2019 

  1) Penyusunan DPTb oleh PPS 17 Februari 2019 18 Maret 2019 

  2) Rekapitulasi DPTb oleh PPK 18 Maret 2019 19 Maret 2019 

  3) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

19 Maret 2019 20 Maret 2019 

  4) Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh 20 Maret 2019 21 Maret 2019 

  5) Rekapitulasi DPTb di KPU 22 Maret 2019 23 Maret 2019 

  6) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS 

24 Maret 2019 25 Maret 2019 

 x. Pengumuman DPTb 26 Maret 2019 17 April 2019 

 y. Pemasukan data DPK 16 Desember 2018 22 Juni 2019 

    

8. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI   

 a. Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri 17 April 2018 16 Mei 2018 

 b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara 

Luar Negeri (DPSLN) 

17 Mei 2018 16 Juni 2018 

 c. Pengumuman DPSLN 17 Juni 2018 30 Juni 2018 

 d. Masukan dan tanggapan masyarakat 17 Juni 2018 7 Juli 2018 

 e. Perbaikan DPSLN 7 Juli 2018 13 Juli 2018 

 f. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 

Luar Negeri (DPSHPLN) 

14 Juli 2018 18 Juli 2018 

 g. Penyusunan DPTLN 14 Juli 2018 13 Agustus 2018 



 
 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

 h. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) 14 Agustus 2018 16 Agustus 2018 

 i. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan 

Republik Indonesia dan Pokja Pemilu Luar Negeri 

17 Agustus 2018 23 Agustus 2018 

 j. Pengumuman DPTLN 28 Agustus 2018 14 April 2019 

 k. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Pertama 16 Desember 2018 13 Februari 2019 

  1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih 

Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN 

8 Januari 2019 13 Februari 2019 

  2) Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri 14 Februari 2019 16 Februari 2019 

  3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja 

Pemilu Luar Negeri kepada KPU 

18 Februari 2019 19 Februari 2019 

  4) Rekapitulasi DPTbLN di KPU 19 Februari 2019 20 Februari 2019 

 k1. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Kedua 14 Februari 2019 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN 

  1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih 

Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN 

9 Maret 2019 15 Maret 2019 

  2) Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri 16 Maret 2019 17 Maret 2019 

  3) Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja 

Pemilu Luar Negeri kepada KPU 

18 Maret 2019 19 Maret 2019 

  3a) Rekapitulasi DPTbLN di KPU 22 Maret 2019 23 Maret 2019 

  4) Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi 

DPTbLN oleh KPU kepada Pokja dan PPLN 

24 Maret 2019 25 Maret 2019 

 k2. Pengumuman DPTbLN 25 Maret 2019 sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN 

 l. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri 28 Agustus 2018 sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN 

  1) Penyusunan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh PPLN dihapus 

  2) Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh Kelompok 

Kerja Pemilu Luar Negeri dan KPU RI 

dihapus 

 m. Pemasukan data DPKLN 16 Desember 2018 22 Juni 2019 

9. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)   

 a. Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD 

Kabupaten/Kota 

17 Desember 2017 17 Desember 2017 

 b. Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap 

Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2) 

5 Januari 2018 11 Januari 2018 

 c. Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota 

oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 

12 Januari 2018 1 Februari 2018 

 d. Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD 

Kabupaten/Kota kepada publik 

2 Februari 2018 6 Februari 2018 

 e. Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di 

KPU/KIP Kabupaten/Kota 

7 Februari 2018 13 Februari 2018 
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 f. Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP 

Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 

14 Februari 2018 27 Februari 2018 

 g. Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD 

Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penataan dan 

penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU 

28 Februari 2018 5 April 2018 

    

10. PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD 

KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

  

 a. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD   

  1) Pengumuman penyerahan syarat dukungan 26 Maret 2018 8 April 2018 

  2) Penyerahan dokumen syarat dukungan 22 April 2018 26 April 2018 

  3) Verifikasi syarat dukungan:   

   a) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran 27 April 2018 10 Mei 2018 

   b) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda 27 April 2018 10 Mei 2018 

  4) Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis 

Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan 

Sebaran Kepada Calon Anggota DPD 

11 Mei 2018 13 Mei 2018 

  5) Perbaikan syarat Dukungan Calon Anggota DPD 14 Mei 2018 20 Mei 2018 

  6) Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan 

Calon Anggota DPD 

21 Mei 2018 24 Mei 2018 

  7) Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP 

Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 

25 Mei 2018 29 Mei 2018 

  8) Verifikasi faktual syarat dukungan 30 Mei 2018 19 Juni 2018 

  9) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan 

oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 

20 Juni 2018 22 Juni 2018 

  10) Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat 

dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU 

Provinsi/KIP Aceh 

23 Juni 2018 25 Juni 2018 

  11) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan 

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 

26 Juni 2018 28 Juni 2018 

  12) Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan 

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD 

29 Juni 2018 1 Juli 2018 

  13) Pengumuman pendaftaran calon 2 Juli 2018 8 Juli 2018 

  14) Pendaftaran calon 9 Juli 2018 11 Juli 2018 

  15) Verifikasi administrasi syarat calon 12 Juli 2018 18 Juli 2018 

  16) Pemberitahuan hasil verifikasi 19 Juli 2018 20 Juli 2018 

  17) Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:   

   a) Penyerahan perbaikan syarat dukungan 21 Juli 2018 24 Juli 2018 

   b) Penyerahan perbaikan syarat calon 21 Juli 2018 24 Juli 2018 

  18) Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau 

syarat calon di laman KPU 

21 Juli 2018 27 Juli 2018 
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  19) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau 

syarat calon 

  

   a) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan   

    (1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran 21 Juli 2018 26 Juli 2018 

    (2) Verifikasi administrasi dan analisa 

dukungan ganda 

21 Juli 2018 26 Juli 2018 

    (3) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan 

analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh 

KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

27 Juli 2018 29 Juli 2018 

    (4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil 

perbaikan 

30 Juli 2018 12 Agustus 2018 

    (5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan 

oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 

13 Agustus 2018 14 Agustus 2018 

    (6) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat 

dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh 

15 Agustus 2018 16 Agustus 2018 

    (7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan 

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 

17 Agustus 2018 18 Agustus 2018 

   b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh 

KPU Provinsi/KIP Aceh 

19 Agustus 2018 27 Agustus 2018 

  20) Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan 

verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat 

calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD 

27 Agustus 2018 29 Agustus 2018 

  21) Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan 

verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat 

calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada kepada KPU 

29 Agustus 2018 31 Agustus 2018 

  22) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon 

Sementara (DCS) 

31 Agustus 2018 2 September 2018 

  23) Pengumuman DCS 31 Agustus 2018 2 September 2018 

  24) Masukan dan tanggapan masyarakat 31 Agustus 2018 9 September 2018 

  25) Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 

kepada calon anggota DPD 

10 September 2018 12 September 2018 

  26) Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU 

Provinsi/KIP Aceh kepada KPU 

12 September 2018 14 September 2018 

  27) Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) 14 September 2018 20 September 2018 

  28) Penetapan DCT 20 September 2018 20 September 2018 

  29) Penetapan nomor urut 21 September 2018 21 September 2018 

  30) Pengumuman DCT 21 September 2018 23 September 2018 

 b. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

  

  1) Pengumuman pengajuan daftar calon 1 Juli 2018 3 Juli 2018 

  2) Pengajuan daftar calon 4 Juli 2018 17 Juli 2018 

  3) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal 

calon: 
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   a) Anggota DPR 5 Juli 2018 18 Juli 2018 

   b) Anggota DPRD Provinsi 5 Juli 2018 18 Juli 2018 

   c) Anggota DPRD Kabupaten/Kota 5 Juli 2018 18 Juli 2018 

  4) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar 

calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu 

19 Juli 2018 21 Juli 2018 

  5) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal 

calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota 

22 Juli 2018 31 Juli 2018 

  6) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

1 Agustus 2018 7 Agustus 2018 

  7) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

8 Agustus 2018 12 Agustus 2018 

  8) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan 

12 Agustus 2018 14 Agustus 2018 

  9) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

12 Agustus 2018 21 Agustus 2018 

  10) Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan 

tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

22 Agustus 2018 28 Agustus 2018 

  11) Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

29 Agustus 2018 31 Agustus 2018 

  12) Pemberitahuan pengganti DCS 1 September 2018 3 September 2018 

  13) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

4 September 2018 10 September 2018 

  14) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP 

Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota 

11 September 2018 13 September 2018 

  15) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota 

14 September 2018 20 September 2018 

  16) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota 

20 September 2018 20 September 2018 

  17) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota 

21 September 2018 23 September 2018 

 c. Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden 

  

  1) Masa pendaftaran 4 Agustus 2018 10 Agustus 2018 

  2) Pemeriksaan kesehatan 5 Agustus 2018 13 Agustus 2018 

  3) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 

persyaratan adminsitratif bakal pasangan calon 

11 Agustus 2018 14 Agustus 2018 

  4) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan 

dan kebenaran dokumen persyaratan administratif 

15 Agustus 2018 15 Agustus 2018 

  5) Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan 

administratif bakal pasangan calon 

15 Agustus 2018 17 Agustus 2018 
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  6) Penyerahan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan 

administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan 

gabungan Partai Politik 

15 Agustus 2018 18 Agustus 2018 

  7) Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan 

administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan 

gabungan Partai Politik 

15 Agustus 2018 20 Agustus 2018 

  8) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi administrasi ulang oleh 

KPU kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan 

gabungan Partai Politik 

15 Agustus 2018 20 Agustus 2018 

  9) Pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh Partai 

Politik/gabungan Partai Politik yang usulannya tidak memenuhi 

syarat 

28 Agustus 2018 10 September 2018 

  10) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 

persyaratan administratif bakal pasangan calon 

11 September 2018 14 September 2018 

  11) Pemberitahuan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan 

kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada 

pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang 

bergabung dan bakal pasangan calon 

15 September 2018 19 September 2018 

  12) Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

20 September 2018 20 September 2018 

  13) Penetapan nomor urut pasangan calon 21 September 2018 21 September 2018 

    

11. PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN 

DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

  

 a. Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota 

20 September 2018 24 September 2018 

 b. Perbaikan permohonan sengketa 24 September 2018 26 September 2018 

 c. Penyelesaian sengketa dan putusan 24 September 2018 5 Oktober 2018 

 d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara 8 Oktober 2018 12 Oktober 2018 

 e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan 12 Oktober 2018 16 Oktober 2018 

 f. PTUN memeriksa dan memutus gugatan 16 Oktober 2018 13 November 2018 

 g. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh    dan/atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN 

14 November 2018 16 November 2018 

    

12. LOGISTIK   

 Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 

17 April 2018 17 Juni 2019 
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13. KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON 

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

23 September 2018 13 April 2019 

 a. Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap 

muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan 

pemasangan alat peraga 

23 September 2018 13 April 2019 

 b. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan 

media massa cetak dan elektronik 

24 Maret 2019 13 April 2019 

    

14. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE   

 a. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK) 

23 September 2018 23 September 2018 

 b. Perbaikan LADK 23 September 2018 27 September 2018 

 c. Pengumuman LADK 28 September 2018 28 September 2018 

 d. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 

Kampanye (LPSDK) 

2 Januari 2019 2 Januari 2019 

 e. Pengumuman penerimaan LPSDK 3 Januari 2019 3 Januari 2019 

 f. Penutupan Pembukuan LPPDK 25 April 2019 25 April 2019 

 g. Penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) 

26 April 2019 2 Mei 2019 

 h. Audit LPPDK dan Penyampaian hasil audit LPPDK dari KAP kepada 

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak penyampaian LPPDK kepada KAP 

 i. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah hasil audit diterima  dari KAP 

 j Pengumuman hasil audit paling lambat 10 (sepuluh)  Hari setelah hasil audit diterima  dari KAP 

    

15. MASA TENANG 14 April 2019 16 April 2019 

    

16. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 17 April 2019 17 April 2019 

 a. Persiapan menjelang pemungutan suara:   

  1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu 

pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh 

KPPS/KPPSLN 

13 April 2019 16 April 2019 

  2) Penyiapan TPS 16 April 2019 16 April 2019 

  3) Penyiapan TPSLN 7 April 2019 7 April 2019 

 b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara   

  1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 April 2019 17 April 2019 

  2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 17 April 2019 17 April 2019 

  3) Pemungutan Suara:   

   a) TPSLN 8 April 2019 14 April 2019 

   b) Kotak Suara Keliling (KSK) 8 April 2019 sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN dimasing-masing PPLN 

   c) Pos 5 Maret 2019 17 April 2019 

    (1) Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih 5 Maret 2019 14 Maret 2019 

    (2) Penerimaan Surat Suara dari Pemilih kepada PPLN sejak dikirimkan  oleh PPLN 17 April 2019 
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  4) Penghitungan Suara di TPSLN, KSK dan Pos 17 April 2019 19 April 2019 

   a) Penghitungan suara di TPSLN dan KSK 17 April 2019 17 April 2019 

   b) Penghitungan suara Pos 17 April 2019 19 April 2019 

  5) Pengumuman hasil penghitungan suara di 

TPSLN, KSK dan Pos 

17 April 2019 17 April 2019 

  6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di 

TPSLN, KSK dan Pos kepada PPLN 

17 April 2019 17 April 2019 

   a) Penyampaian hasil Penghitungan Suara ke Kelompok 

Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri 

dihapus 

   b) Penerimaan Hasil Penghitungan suara oleh Kelompok 

Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri 

dihapus 

   c) Penerimaan hasil penghitungan suara oleh 

KPU 

dihapus 

    

17. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA   

 a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN 18 April 2019 22 April 2019 

 b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN 18 April 2019 22 April 2019 

 c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat 

kelengkapan: 

  

  1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri 19 April 2019 24 April 2019 

  2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU 23 April 2019 25 April 2019 

 d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di Luar 

Negeri 

dihapus 

 e. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat 

kelengkapan kepada PPK 

17 April 2019 18 April 2019 

 f. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 

kecamatan 

18 April 2019 4 Mei 2019 

 g. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 

kecamatan 

18 April 2019 5 Mei 2019 

 h. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat 

kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 

18 April 2019 5 Mei 2019 

 i. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 

kabupaten/kota 

20 April 2019 7 Mei 2019 

 j. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 

kabupaten/kota 

20 April 2019 8 Mei 2019 

 k. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat 

kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh 

20 April 2019 8 Mei 2019 

 l. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 

provinsi 

22 April 2019 12 Mei 2019 

 m. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 

provinsi 

22 April 2019 13 Mei 2019 
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 n. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu kepada KPU 

22 April 2019 13 Mei 2019 

 o Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara 

Pemilu tingkat nasional dan luar negeri 

25 April 2019 22 Mei 2019 

    

18. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD 

PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 

  

 a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah 

Konstitusi 

Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU 

 b. Perbaikan permohonan sengketa Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi 

 c. Penyelesaian sengketa dan putusan Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi 

 d. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 

wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 

    

19. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN   

 a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah 

Konstitusi 

23 Mei 2019 25 Mei 2019 

 b. Penyelesaian sengketa dan putusan 26 Mei 2019 8 Juni 2019 

 c. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh    dan/atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah 

Konstitusi 

9 Juni 2019 15 Juni 2019 

19A. PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH   

 a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tanpa 

Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Pemilu 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi 

 b. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan 

    

20. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA 

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU 

  

 a. Tingkat nasional   

  1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota 

DPR dan DPD 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 

  2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota 

DPR dan DPD 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 

  3) Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan 

Wakil Presiden 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 

  4) Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon 

terpilih Presiden dan Wakil Presiden 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3) 

 b. Tingkat provinsi  

  1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota 

DPRD Provinsi 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 

  2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota 

DPRD Provinsi 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 



 
 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

 c. Tingkat kabupaten/kota  

  1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota 

DPRD Kabupaten/Kota 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 

  2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD 

Kabupaten/Kota 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 

    

21. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

  

 a. Tingkat nasional   

  1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota 

DPR dan DPD 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan 

  2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR 

dan DPD 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR 

  3) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih 

Presiden dan Wakil Presiden 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan 

  4) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih 

Presiden dan Wakil Presiden 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden 

 b. Tingkat provinsi  

  1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih 

Anggota DPRD Provinsi 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan 

  2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih 

Anggota DPRD Provinsi 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi 

 c. Tingkat kabupaten/kota  

  1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan 

  2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota 

    

22. PERESMIAN KEANGGOTAAN   

 a. DPRD Kabupaten/Kota Juli - Agustus 2019 

 b. DPRD Provinsi Juli - Agustus 2019 

 c. DPR dan DPD Agustus  - September 2019 

    

23. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI   

 a. DPRD Kabupaten/Kota Agustus  - Oktober 2019 

 b. DPRD Provinsi Agustus  - Oktober 2019 

 c. DPR dan DPD 1 Oktober 2019 

    

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PUTARAN KEDUA   

1. SOSIALISASI dihapus 

    



 
 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

2. PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH dihapus 

 a. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 17 April 

s/d 07 Agustus 2019 

kepada Kementerian Dalam Negeri 

dihapus 

 b. Penyusunan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua 

bersumber dari DPT Pemilu 2019, DPTb, DPK dan Pemilih Pemula oleh 

PPS 

dihapus 

 d. Rekapitulasi DPS oleh PPK dihapus 

 e. Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh Kabupaten/Kota dihapus 

 f. Rekapitulasi DPS oleh Provinsi dihapus 

 g. Rekapitulasi DPS oleh KPU dihapus 

 h. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS dihapus 

 i. Perbaikan dan Rekapitulasi DPSHP di PPS dihapus 

 j. Rekapitulasi DPSHP di PPK dihapus 

 k. Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota dihapus 

 l. Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi dihapus 

 m. Rekapitulasi DPT oleh KPU dihapus 

 n. Pengumuman DPT di PPS dihapus 

    

3. KAMPANYE   

 Kampanye putaran II dihapus 

    

4. MASA TENANG dihapus 

    

5. LOGISTIK   

 Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019 

dihapus 

    

6. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA   

 a. Persiapan   

  1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu 

pemungutan suara 

dihapus 

  2) Penyiapan TPS dihapus 

  3) Penyiapan TPSLN dihapus 

 b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara   

  1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihapus 

  2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dihapus 

  3) Pemungutan suara di TPSLN dihapus 



 
 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

  4) Penghitungan suara di TPSLN dihapus 

  5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN dihapus 

  6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat 

kelengkapan di TPSLN kepada PPLN 

dihapus 

    

7. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA   

 a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN dihapus 

 b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN dihapus 

 c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat 

kelengkapan 

  

  1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri dihapus 

  2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU dihapus 

 d. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat 

kelengkapan kepada PPK 

dihapus 

 e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 

kecamatan 

dihapus 

 f. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dihapus 

 g. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat 

kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 

dihapus 

 h. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 

kabupaten/kota 

dihapus 

 i. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 

kabupaten/kota 

dihapus 

 j. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat 

kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh 

dihapus 

 k. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 

provinsi 

dihapus 

 l. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dihapus 

 m. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu kepada KPU 

dihapus 

 n. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara 

Pemilu tingkat nasional 

dihapus 

    



 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT JENDERAL 

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Hukum, 

 
 

 
Sigit Joyowardono 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

1 2 3 4 

8. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dihapus 

 a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah 

Konstitusi 

dihapus 

 b. Penyelesaian sengketa dan putusan dihapus 

 c. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 

wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 

dihapus 

    

9. PENETAPAN HASIL PEMILU   

 a. Penetapan Hasil Pemilu dihapus 

 b. Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dihapus 

    

10. SUMPAH JANJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dihapus 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Maret 2019 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd. 

 

 
ARIEF BUDIMAN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN SURAT 
INSTRUKSI PENGAWASAN 

& SURAT EDARAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Lampiran Surat Instruksi Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 

 

 
Lampiran Surat Instruksi Pengawasan Klarifikasi Dukungan Calon Perseorangan Anggota DPD 



 
 

 



 
 

 

Lampiran Surat Edaran Bawaslu RI Penyempurnaan DPTHP-1 

 



 
 

Lampiran Surat Instruksi Pengawasan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 

 
 



 
 

 

Lampiran Surat Instruksi Pengawasan Produksi Surat Suara Pemilu Tahun 2019 

 



 
 

 

Lampiran Surat Edaran Pelaksanaan Pengisian Instrumen Pemetaan TPS Rawan Pemilu Tahun 2019 

 



 
 

 

Lampiran Surat Edaran Pengawasan Masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2019 

 



 
 

 

Lampiran Surat Instruksi Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir C1 Plano dan Formulir Model DA1 

Pemilu Tahun 2019 

 



 
 

 



 
 

 

Lampiran Surat Instruksi Pengawasan Hasil Pemungutan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 

 



 
 

 



 
 

 

Lampiran Surat Instruksi Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formuir Model 

DA1 Pemilu Tahun 2019 

 



 
 

 

Lampiran Ralat Surat Instruksi Pengawasan Hasil Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 

SURAT REKOMENDASI SARAN 

PERBAIKAN 
 

 

 

 
 



 
 

Berita Acara Penetapan DPS  



 
 

 

Berita Acara Penetapan DPSHP 



 
 

 



 
 

 

Berita Acara Penetapan DPTHP-1 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

Berita Acara DPTHP-2 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Berita Acara DPTHP-2 KE-2 



 
 

 



 
 



 
 

 

Berita Acara Penetapan DPTHP-3 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Berita Acara Penetapan DPTb-1 



 
 

 



 
 



 
 

 

Berita Acara Penetapan DPTb-2 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

Berita Acara Penetapan DPTb-3  



 
 



 
 



 
 

 

Berita Acara Pencermatan Daftar Pemilih Ganda dan TMS 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Rekomendasi Bawaslu ke KPU 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Jawaban Rekomendasi  dari KPU 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LAMPIRAN FORM A TEMUAN 

PELANGGARAN & STATUS KASUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU 

NOMOR : 09/LHP/PM.00.09/klt/2019 
 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 

 

 

I. Data Pengawas Pemilihan: 

a.  Tahapan yang diawasi : Konsolidasi Partai Struktural DPC   PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dengan 

Ibu Puan Maharani 

b.  Nama Pelaksana Tugas 

Pengawasan 

: Arif Fatkhurrokhman, SIP 

c.  Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten 

d.  Nomor Surat Perintah Tugas : 09/LHP/PM.00.09/klt/2019 
 e.  Alamat : Jl Bali No 32 klaten Tengah 

 

II. Kegiatan Pengawasan: 

a.  Bentuk : Pengawasan 

b.  Tujuan : Mencegah terjadinya Pelanggaran dalam Pelaksanaan Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI 

Perjuangan Kabupaten Klaten dengan Ibu Puan Maharani 

c.  Sasaran : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten 

d.  Waktu dan 

Tempat 

: Jum’at, 1-03-2019, Joglo Kesatriyan Nagari Dk. Ngerangan, Ds. Ngerangan, Kec. Bayat, Kab. 

Klaten 

 

 

 

 

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan 

1. Pada hari jumat 1 Maret 2019 dimulai pada pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB 

bertempat di Joglo Kesatriyan Nagari Dk. Ngerangan, Ds. Ngerangan, Kec. Bayat, 

Kab. Klaten telah dilaksanakan Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan 

Kab. Klaten dengan Ibu Puan Maharani. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh 

DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten, selaku penggungjawab Bp. H. Sunarno, S.E., 

M.Hum. Hadir dalam kegiatan tersebut : 



 
 

1. Ketua Umum PDI-Perjuangan bidang Politik dan Keamanan Ibu Puan 

Maharani. 

2. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Ir. Bambang Wuryanto. M. Ba 

3. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wiludjeng Pramestuti, SS 

4. Struktural DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. 

5. Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH, MH beserta ibu. 

6. Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah PDI Perjuangan Dapil Jateng V Nomor Urut 

3 Ibu Hj.  Kadarwati, SH. MH. 

7. Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten H. Sunarno, SE., M. Hum. 

8. Struktural DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten. 

9. Seluruh Caleg DPRD Kab. Klaten dari Partai PDI Perjuangan. 

10. Pengurus PAC PDI Perjuangan se-Dapil V dan Dapil Klaten V. 

11. Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Dapil Klaten IV dan 

Dapil Klaten V. 

12. Satgas PDI Perjuangan Kab. Klaten. 

 

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran: 

1. Peristiwa 

Ditemukan bahwa dalam kegiatan tersebut selain dihadiri struktural partai, juga dihadiri simpatisan PDI 

Perjuangan dari wilayah Dapil Klaten IV dan Dapil Klaten V lk. 2000 orang. Kemudian ditemukan 

kendaraan plat merah dengan No.Polisi AD 421 C yang mana pada berlangsungnya acara diganti dengan 

plat hitam AD 7241 serta ada tamu undangan yang hadir dari perangkat desa Paseban Kecamatan bayat 

dan perangkat desa Mireng Kecamatan Trucuk. 

2. Saksi 

Panwascam Bayat Dan Beserta PPD 

3. Alat Bukti : 

Dokumentasi Foto 

4. Barang Bukti: 

NIHIL 

5. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: 

Ditemukan Kendaraan plat merah dengan No. Polisi AD 421 C yang kemudian pada saat itu diganti dengan 

plat hitam dengan No. Polisi AD 7241, Hadir Perangkat Desa Paseban, Kecamatan Bayat dan perangkat 

desa Mireng Kecamatan Trucuk. 

6. Fakta dan keterangan: 



 
 

Pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara untuk menghadiri Konsolidasi Partai 

7. Analisa 

 Pasal 64 ayat (1) PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa 

“Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, dan Pejabat Daerah 

dilarang menggunakan fasilitas negara”. Kemudian pasal 64 ayat (2) huruf a mengatur bahwa 

“fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. sarana mobilitas, seperti 

kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat 

transportasi dinas lainya”. Berdasarkan fakta dilapangan, ditemukan penggunaan kendaraan plat 

merah dengan No. Polisi AD 421 C yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 64 

ayat (2) huruf a. 

 Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur 

bahwa “pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang 

mengikutsertakan: i. perangkat desa”. Berdasarkan hal tersebut kehadiran Perangkat desa Paseban 

dalam Acara Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten dengan Ibu Puan Maharani 

pada saat hari kerja tidak sesuai dengan ketentuan pasal 280 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

V. Diteruskan kepada Koordinator Bidang Penindakan 

 

 

klaten, 2-Maret- 2019 

 

 

Arif Fatkhurrokhman, SIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU 

NOMOR : 17/LHP/PM.00.17/klt/2019 
 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 

 

 

I. Data Pengawas Pemilihan: 

f.  Tahapan yang diawasi : Pertemuan tatap muka Deklarasi Pendekar Omah Jokowi 

g.  Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : Arif Fatkhurrokhman, SIP 

h.  Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten 

i.  Nomor Surat Perintah Tugas : 17/LHP/PM.00.17/klt/2019 
 j.  Alamat : Jl Bali No 32 klaten Tengah 

 

II. Kegiatan Pengawasan: 

e.  Bentuk : Pengawasan pertemuan tatap muka Deklarasi  Pendekar Omah Jokowi 

f.  Tujuan : Mengawasi kegiatan Kampanye  

g.  Sasaran : TKN PASLON 01 

h.  Waktu dan Tempat : Sabtu,30-03-2019 , GOR Gelar Sena Klaten Utara, kabupaten Klaten  

 

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan 

 Pada hari Sabtu tanggal 30-Maret-2019 Kordiv PHL Bawaslu kab klaten berkordinasi kepada 

panitia untuk tidak melibat kan warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih karena 

wkt kegiatan adalah jam pulang sekolah, dan jangan sampai ada praktek money politik termasuk 

pemberian transpot dalam bentuk uang, kemudian bersama panwascam klaten utara dan PPD 

klaten Utara melakukan Pengawasan melekat kegiatan kampanye yang di laksanakan TKN 

Paslon NO.1 Tingkat Jawa Tengah Yang di Hadiri kurang lebih 3000 orang, dan di hadiri para 

Tokoh TKN di antara nya: 

1. Sunarno,SE,M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten Klaten –Ketua DPC PDIP Klaten 

Selaku Jurkam Klaten yang di damping Istri Sri Mulyani  



 
 

2. Bambang Muryanto : Ketua TKN Paslon  No.01 Jawa Tengah –Ketua DPD PDIP Jawa Tengah 

selaku jurkam Jawa tengah 

3. Chasyta A.Katmandu ,SE(Caleg DPD Jawa tengah) 

4. Pengurus DPC PDIP Klaten 

5. Relawan Jokowi 

6. Masyarakat 

 

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran: 

1. Peristiwa : 

Ditemukan anak di bawah umur memakai antribut baju bergambarkan PASLON No.01. Di temukan 

adanya penyebaran Uang pada saat penyanyi di panggung dari atas panggung di sebar uang ke penonton. 

Di temukan calon anggota DPD RI atas nama Castha A. Katmandu SE di lokasi dan melakukan kampanye 

untuk paslon No 01. 

2. Saksi : Panwascam klaten Utara serta PPD Klaten Utara 

3. Alat Bukti : Video 

4. Barang Bukti: - 

5. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: pada pengawasan tanggal 30-03-2019 di temukan anak di bawah 

umur menggunakan atribut pasangan calon pilpres No Urut 01, kemudian pada saat di mulai hiburan 

salah satu Jurkam dari Kabupaten klaten atas nama Sunarno,SE,M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 

Kabupaten Klaten Ketua DPC PDIP Klaten, menyebarkan Uang kearah pengunjung, seteh itu Calon DPD 

RI naik panggung memperkenalkan diri sebagai calon DPD RI dan mengkampanyekan Paslon 01 

6. Fakta dan keterangan: 

Kordiv di dalam gedung terdapat anak anak ygnmenggunakan atribut paslon 01 

Jurkam dari Kabupaten klaten atas nama Sunarno, SE., M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten 

Klaten Ketua DPC PDIP Klaten, menyebarkan Uang kearah pengunjung diatas panggung dengan nominal 

pecahan Rp100.000,-. Ada nya calon DPD RI yang kampanye untuk paslon 01 

7. Analisa  

 Berdasarkan pasal 280 undang undang no 7 Tahun 2017 “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam 

kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikrrtsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki 

hak memilih”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut merupakantindak pidana pemilu. 

 Berdasarkan pasal 284 Undang-Undang No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa 

“dalam hal terbukti pelaksana kampanye dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan 

uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau 

tidak langsung untuk: 



 
 

i. Tidak menggunakan hak pilihnya; 

ii. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga 

surat suaranya tidak sah; 

iii. Memilih pasangan Calon tetentu; 

iv. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau; 

v. Memilih calon anggota DPD tertentu, 

Dijatuhi sanksi sebagimana diatur dalam undang-undang ini.”  Dengan demikian berdasarkan 

hal tersebut, pada saat dilakukan pengawasan dilapangan Jurkam dari Kabupaten klaten atas 

nama Sunarno, SE., M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten Klaten Ketua DPC PDIP Klaten 

yang mana telah menyebarkan Uang kearah pengunjung dengan nominal pecahan Rp100.000,- 

dapat ditindaklanjuti mengenai pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu yang dilakukan. 

 Berdasarkan PKPU No 23 Rahun 2018 Pasal 4 huruf 4 “Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan 

Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden.” 

 

 

 

 

         klaten, 1-April- 2019 

 

 

ARIF FATKHURROKHMAN, SIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOKUMENTASI 

 

KETUA BAWASLU MELAKUKAN PENCEGAHAN KEPADA PANITIA ACARA PENDEKAR OMAH JOKOWI 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

FOTO KEGIATAN PENGAWASAN 

 

 

 

 

 

 
 

LAMPIRAN KEGIATAN PENGAWASAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SOSIALISASI KELOMPOK SASARAN 
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